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KATA PENGANTAR
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian
Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan
tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian
Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon | di BPJPH, Sekretariat Utama wajib
menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama
Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Triwulan [l Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja
tahun 2025 pada periode awal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Triwulan Ill Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai
masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 15 November 2025
ekretaris Utama,
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah “Terwujudnya Pusat Halal
Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai bagian dari
Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon | di BPJPH, memiliki
kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPJPH, di
samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun
berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, maka
diperlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sekretariat
Utama telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu meningkatnya tata kelola yang
efektif dan akuntabel dan 6 sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan
dan kinerja organisasi, 2) Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan
masyarakat, 3) Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan, 4) Meningkatnya
kualitas data dan informasi, 4) Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Sekretariat Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General belum
terdapat pengukuran dikarenakan pengukuran dilakukan pada Triwulan V. Adapun dari total
35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan Il tahun 2025,
terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran dengan capaian 125%. Pada Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 7 (tujuh) pengaduan yang
masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai 100% (Cukup), Persentase hasil
reviu dan pemantauan yang diselesaikan 53% yang berarti capaiannya 66%, Persentase
hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi 25% yang berarti capaiannya 31%,
Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan sebesar 100% berarti capaiannya
133%, Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja sebesar 100% dengan capaian 139%,
persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan 61% dengan capaian 81%, dan Nilai
Kapabilitas APIP (IACM) dengan level angka 2 untuk penilaian mandirinya yang berarti telah
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diselesaikan 61% dengan capaian 81% dan Nilai Kapablhtas APIP (IACM) dengan level
angka 2 untuk penilaian mandirinya yang berarti telah tercapai sesuai denga target tahun
2025 yaitu 100%. Indikator kegiatan selain yang disebutkan diatas pada Triwulan Il tahun
2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih sebagai LPNK baru masih
dalam pelaksanaan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan Il Tahun 2025, Sekretariat
Utama Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar
Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat
puluh ribu rupiah) namun terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat dan
layanan kehidupan beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (delapan miliar tiga belas juta tujuh
ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp71.185.258.000,- (tujuh puluh satu
miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sampai
dengan bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp50.584.331.800,- (lima puluh
miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai
masukan bagi Sekretariat Utama dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.




A
BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman arah pembangunan dalam kurun waktu lima
tahun. Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja
yang ingin dicapai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan
lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun
untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan
wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon | di BPJPH, memiliki
kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja Triwulan Sekretariat Utama disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas
kinerja Sekretariat Utama, disamping sebagai sarana pemantauan dan evaluasi berkala
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama dalam mewujudkan misi
BPJPH yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.”
Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran, indikator, dan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2025. Melalui pelaporan triwulanan Sekretariat Utama berupaya menjaga
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta
mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini Sekretariat Utama dapat memantau
dan menilai sejauh mana pelaksanaan program meningkatnya tata kelola organisasi yang
efektif dan akuntabel sekaligus mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan peluang
peningkatan yang muncul dalam setiap periode pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi
sebagai alat evaluasi periodik, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan perbaikan
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berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan program, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berkontribusi nyata
terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan tersusunnya laporan ini
Sekretariat Utama diharapkan dapat memperkokoh komitmen dalam mewujudkan tata kelola
Pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Sekaligus mendukung visi BPJPH sebagai
lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal yang unggul, terpercaya, dan diakui secara
global.

. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Il Sekretariat Utama tahun 2025 dimaksudkan
sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan
sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat
pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Sekretariat Utama Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan Sekretariat Utama telah sejalan dengan arah kebijakan strategis
BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan
yang berintegritas dan adaptif. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Sekretariat Utama dapat
melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah
tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program
pada periode selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai sasaran dan indikator kinerja yang
telah ditetapkan.

2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui
analisis capaian Kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
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5. Mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel
dengan indikator nilai reformasi birokrasi general yang mencapai target.

C. Struktur Organisasi
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan BPJPH. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Utama mempunyai fungsi

antara lain:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber
daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,
dan dokumentasi;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi
hukum;

f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai struktur organisasi sebagaimana berikut:

Aeduretarint Utama

l

Biro Perencanaan dan Hiro Hukam, Sumiber Dava Biro Upyum dan Kevangan

Chyanimas; Manusia dan Hubungan
l Masyarakat
Organdansi, -labatan - Bagian Hubungan dubatan
T e iopal dan | | e dvakest | | G0t || ungasonat dan
Foenlusi Jabatan Prinksans T— Komurikasi Publile | | Sabatan Pelaknans
Baginn Pengadaan >
Hagian Tata Usaha Harsmg/ Jass, Unsam, s clirgrTh
Pirupinin Keuangan dan Harang Pkinhsigsistvrin
Milik Negara
Tats gian Tata a Bubbagian Tat Subbagian T i :
i - : Subbagian - e gian Tota Bubbagian Tata Usaha

Usahi Kepals din Uninhin Sekretaria Proteteol tsaha Deprth Bidang Usahia Deputi Bidang | | Degnsri Bidong Pembinaan
Wikl Kegala Uitauna Kemitraan dan Registrnsi din dan Pepgawanan Juminan

i Halal Berdikasi Halal Produbk Halal

(]



Gambar 1.1 Bagan organisasi Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BPJPH dipimpin oleh seorang pejabat Pimpinan Tinggi Madya

dibantu 3 (tiga) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program,

kegiatan dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan

Organisasi mempunyai fungsi:

- 0 o 0 T

. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;

koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;

. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
. penataan organisasi dan tata laksana;

pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta
jabatan;

. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH,;

. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi,
dan tata laksana.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan

advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta hubungan masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum, Sumber Daya

Manusia, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a.

koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk
hukum lainnya;

. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dan produk hukum lainnya;

c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

. penyuiuhan hukum dan pendampingan hukum;
. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
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u
V.
W.

penyusunan rencana formasi, perifg‘adaan. pengangkatan, dan penempatan aparatur

. M

sipil negara,

. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
. pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan
aparatur sipil negara;

pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;

pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur

sipil negara;
. koordinasi unit asesmen kompetensi,
penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil

negara,

koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan
hubungan masyarakat;

pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan
BPJPH;

pengelolaan magang/praktik kerja;

pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;

. koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;

koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya
manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik.

. Biro Umum dan Keuangan; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan,

barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi,

dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biro Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.

b
C.
d

koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;

. koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;

pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;

. koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang

milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
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. koordinasi pelaksanaan tindak Ianjir‘t hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;

pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;koordinasi dan pelaksanaan
urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik
negara BPJPH;

. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
. pengelolaan layanan kesehatan;

. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara,

kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan

. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

4. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH.

Adapun fungsinya sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

S. Pusat Data dan Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan

informasi. Adapun fungsinya sebagai berikut:

a.
b.

=~ o a0

penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
penyusunandan pelaksanaan kebijakan  tata kelola teknis di bidang
data dan informasi;

pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
pelaksanaan pengolahan data BPJPH,

penyajian data dan diseminasi informasi;

pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan

infrastruktur teknologi informasi;

. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi

informasi;

6



8o 2 b f'm‘ﬂu“["nl i nExvap] ) MRy o f;.hr*" HESEEAC b Bollacl s & "

i_':f‘“ :. “eRreneag neh Say L‘u:m\x-»\w HOlAgl AE L 1 AGINE <AGEE &S e ﬁi‘aﬁh&zﬂm-&u AN
!'5: i DR ng T "‘-am-*f B Arlesliniar sencigrates | Spndst HemE neduh “ThR
e : % RN .. L GHUSE sagen AT
:';'-_'; Iné;‘;;{.-.][;-r_t\ g'g_[',_ AL T St L LR v "1 et ﬂg:t‘ L ﬁ#gni.zsmi'i(‘. o -

'j b i d RN B R0 NP s e "H":"lhfcl pastsanhed o e s

_, i | : ‘f" - hatrlapa "nﬂ?ﬂ‘v‘ Aasictapneg i

.;3“-.[-"5*_’ Wilpr E'.m;;jg": @g:-(.;ulgﬂ PnEDE? | EoieEyr ot 'qmu:;;\_l =y ,_,‘}r,:l"? £ w;‘,“}h' wn

h - , valy Gstnonswd seshegna,: 18D, resrazel Spnne ﬂl‘-;q.a'!#lg_a-

| . ‘ m:_;Fn Al prieed MELER? [:;r!::t{g".' Y afonsag peb | EsulEva SRUSITSMSY -

] _ _,.!5?:_‘@@1!«! nesDsare ngh afirfausaot gFs m»pr-ns.nsmbur ﬁP!f?fz;&uF’meH _ - .
HELRA anetNgin, ik v ueswshie npdsesimem sugy) wwmqmem esodiagent & g .

— - .o (8
4

] R 4 “mivec uinndaz sl AuastA. <
' [f-t-'.ni &I% -,,-ﬂv.“.h AN m'f.{.,:-b] nESEWSHNESS T Setalin "ﬂg:']d-u ﬂ“*tpl?;‘{n‘ AN 3 ‘

N ARSOTREH apan sarsiier MGLRE ,s!'e.“.'-'.s it s enafnl Nezawepred esnassRlen

Ik

|
AVAAlEl hembwenaba rusa reb ousindrey asuleve viver TBue wishan -
1
Slgaa Haspunss A UINERa DI A/ r-e»wmnenrssmasﬂh 9.5
HBLGE TADIPAT B NBsswst eso nmodeEl asfuansia b
! o, nebrehagen eedeing rfﬂ:f:rrfrlsf-«q

Bisesi! ran mnivadih ey tisl 'a."*lﬂ nm;a#eun !

nah Emh nSEtiGgae0 adeseEss SR evht G Vsamotnl ash &% tsau9 . :
s ArRdag sghipa nutEnA szgimoty \ :
. :'ffl_'é‘wégjgﬂﬂ. drtl riatrigtd ooy | enione) gEnbRuvasy 6 '

prstid - 1L oo Eoled R nEAGd 34 nasupisiey qgﬁnmmwan )
_ Fogrvie el p;;ﬁ;s!iah
LGN nspel il rily |asBiEv [isaNiivy JhEtuamligoen f\é-sna&ﬁsléq

'y

, RS StkD nnGlgpreg méhnafmaq
> sl lagnin e ash mﬁrwmﬁ1
HER . risginRs] | melts rEpnupsyEbien . nib  dEboRdmepneg

Ty B Ao IpDISIST wrsst

& e

-

L oAl idmalacbin el f2sfrattn fsfeiEsA .we.aimmq g ol ¢ Y,
il ash B {;lp!t‘ ienalai  migds HE.[ [t mimbe immm rf

ol ¥ ] - ¢ .
.

i ' i ‘ '!eﬁmw‘ml o , »

"]

L

s R Nl
.,I
3
B e s Tt
i
2
-
y
-
e

L)
g, [
i
B



o.M, | |

i. pemantauan, evaluasi dan pelapbra‘n di bidang data dan teknologi informasi; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal, mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

o4

penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya
manusia jaminan produk halal

pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;

pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;

~ 0 a o

koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas;dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
D. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Sekretariat Utama Tahun 2025
adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan
tujuan dan struktur organisasi Sekretariat Utama.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Utama.

Bab il Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Sekretariat Utama, pengukuran Kinerja
dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran
dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan
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A\, A
BAB I
PERENCANAAN KINERJA

M.

g

A. Tujuan dan Sasaran Program

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan
dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan
Prioritas Nasioanal kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui
pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum
agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut periu
mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang
maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem
Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industry berbasis
sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH) Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra
Sekreatriat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden
2025-2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal
secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas
2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,
BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan
berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara
pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi
kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan
berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri
halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata,
inklusif, dan berkesinambungan.

2. Memperiuas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk
Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

8
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Wi, IR,

Sekretariat Utama BPJPH mendukung misi ke tiga BPJPH yaitu mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Sekretariat Utama menetapkan 1
(satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu peningkatan budaya
pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya
tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Sekretariat Utama
memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang
efektif, efisien, dan akuntabel yaitu meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif
dan akuntabel dengan indikator kinerja tercapainya target nilai Indeks Reformasi
Birokrasi General.

. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), penetapan
rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja
dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan,
indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

SASARAN
NO| UNIT KERJA STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR TARGET
Meningkatnya Tata — i ;
1 3$:§§TAR|S Kelola Organisasi yang gga:‘lelj;forma& Browras! 75
efektif dan akuntabel
Indeks Perencanaan
a 70
Pembangunan
b | Nilai Kinerja Anggaran 70
BIRO 5 Inde.l.<s Kualitas 75
PERENCANAAN ) _ Kebijakan
2 | ORGANISASI | Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja
Kinerja Organisasi Instansi Pemerintah
(SAKIP)
e | Indeks Layanan Publik 3,5
f | Tingkat Kepatuhan 88

G
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SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM INDIRAT S TARGET

UNIT KERJA

Standar Pelayanan
Publik

Tingkat tindak lanjut
Pengaduan

g | Masyarakat (LAPOR) 100%
yang sudah
diselesaikan

Persentase unit kerja
yang diusulkan
memperoleh predikat
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan predikat
Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
(WBBM)

Tingkat Maturitas
i | Sistem Pengendalian 33
Intern

a | Indeks Sistem Merit 0,625

Indeks Profesionalitas
b ASN 84,75

BIRO HUKUM
SUMBER DAYA
MANUSIA DAN

Meningkatnya kualitas Indaks Reformast

layanan Hukum, Sumber| ¢ | . = 60 (CC)

Daya Manusia, dan
HUBUNGAN y Keterbukaan Informasi

MASYARAKAT Hubungan Masyarakat d Publik 60
upili

Engagement (Tingkat
e | interaksi) Halal dalam 1
platform Sosial Media

Opini Laporan

Keuangan (WTP) ety

b Indeks Tata Kelola Baik
Pengadaan

BIRO UMUM t’lenlngkatt’nya KU;:;iIS ;lngkat Digitalisasi
DAN KEUANGAN| -@yanan Umum, ; rsip

dan Keuangan Persentase Rencana
d | Umum Pengadaan 70%
(RUP)

Indeks Pengelolaan

Aset 2

10
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NO

UNIT KERJA

SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM

INDIKATOR

TARGET

Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran

Baik

Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)

80%

Nilai Kesimpulan
Pengendalian Intern
Pelaporan Keuangan

Efektif

INSPEKTORAT

Meningkatnya Kualitas
Pengawasan Internal

Tingkat Keberhasilan
pembangunan Zona
Integritas (Z1)

25

Survei Penilaian
Integritas (SPI)

66,3

Persentase hasil
Pengawasan Internal
yang ditindaklanjuti

80%

Persentase hasil Reviu
dan Pemantauan yang
diselesaikan

80%

Persentase Hasil
Evaluasi yang
ditingkatkan nilainya

80%

Persentase Hasil Audit
yang ditindaklanjuti

80%

Persentase Hasil
Pengawasan lainnya
yang dilaksanakan

75%

Persentase Nilai
Gratifikasi Unit Kerja

72%

Persentase Pengaduan
Pelanggaran yang
diselesaikan

75%

Nilai Kapabilitas APIP
(IACM) dan SPIP

Identifikasi Risiko yang
dilakukan Tindakan
Pengendalian

70%

Hasil Pemeriksaan dan
Rekomendasi

70%




SASARAN
NO| UNIT KERJA STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR TARGET
Eksternal yang
ditindaklanjuti
Tingkat implementasi
kebijakan arsitektur
sistem pemerintahan Baik
berbasis elektronik
g [PUSAT DATADAN | Meningkatnya kualitas (SPBE)
INFORMASI Data Dan Informasi Indeks Pembangunan
s 2,5

Statistik
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis 3
Elektronik (SPBE)

PUSAT

PENGEMBANGAN | Meningkatnya Kualitas Persentase SDM JPH

7 [SUMBER DAYA SDM JPH yang yang meningkat 50
ANUSIA JAMINAN dikembangkan kompetensinya
PRODUK HALAL

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur.
Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun
kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Sekretariat Utama untuk
tahun 2025 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacu pada Renstra
BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan,
Pejabat Eselon |, dan Pejabat Eselon Il. Sasaran program Sekretariat Utama BPJPH
merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa
program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan
memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPJPH.

Adapun rincian target kinerja kegiatan Sekretariat Utama pada Rencana Strategis

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025-2029.

o)
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS UTAMA
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya tata kelola organisasi yang a | Nilai Reformasi Birokrasi 75
efektif dan akuntabel General
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama pada tahun 2025
menetapkan 1 (satu) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas Indeks perencanaan pembangunan 70
perencanaan dan kinerja
organisasi Nilai kinerja anggaran 70
Indeks kualitas kebijakan 75
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi 80
pemerintahan (SAKIP)
Indeks Layanan Publik 3.5
Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik 88
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat 100%

(LAPOR) yang sudah diselesaikan

Persentase unit kerja yang diusulkan
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)







No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

i | Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan dan Organisasi

2025 menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dan target
sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Indeks sistem merit 0,625
Sumber Daya Manusia, dan Hubungan _ _
Masyarakat Indeks Profesionalitas ASN 84,75
Indeks reformasi hukum 60
(CC)
Keterbukaan Informasi Publik 60

Engagement (Tingkat interaksi)
halal dalam platform sosial
media

1

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia

dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan

dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan

atau kegagalan pada pelaksanaannya.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN KEUANGAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas layanan a | Opini laporan keuangan (WTP) WTP
RPR0, SReR Bety Raunagen b | Indeks tata kelola pengadaan Baik
c | Tingkat digitalisasi arsip B
d | Persentase Rencana Umum 70%
Pengadaan (RUP)
e | Indeks pengelolaan aset 2.5
f | Indikator kinerja pelaksanaan Baik
anggaran
g | Persentase Tindaklanjut Hasil 80%
Pemeriksaan (TLHP)
h | Nilai Kesimpulan Pengendalian Efektif
Intern Pelaporan Keuangan
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Umum dan Keuangan pada
tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja dan target
sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas a | Tingkat keberhasilan pembangunan 25
pengawasan internal zona integritas
b | Survei penilaian integritas (SPI) 66,3
c | Persentase hasil pengawasan internal 80%
yang ditindaklanjuti
d | Persentase hasil reviu dan pemantauan 80%
yang diselesaikan

.;
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

e | Persentase hasil evaluasi yang 80%
ditingkatkan nilainya

f | Persentase hasil audit yang 80%
ditindaklanjuti

g | Persentase hasil pengawasan lainnya 75%
yang dilaksanakan

h | Persentase nilai gratifikasi unit kerja 72%

i | Persentase pengaduan pelanggaran 75%
yang diselesaikan

j | Nilai kapabilitas APIP (IACM) 2

Sebagaimana tercantum

dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2025

menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja dan target sebagai

acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PUSAT DATA DAN INFORMASI

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kualitas Tingkat implementasi kebijakan arsitektur
1. Hala dan informas] sistem pemerintahan berbasis elektronik Baik
(SPBE)
Indeks pembangunan statistik 2,5
Indeks sistem pemerintahan berbasis 3
elektronik (SPBE)

Pusat Data dan Informasi pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan

dengan 3 indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada pelaksanaannya.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Kualitas SDM JPH a | Persentase SDM JPH yang 50
yang dikembangkan meningkat kompetensinya
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal pada tahun
2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja dan target sebagai
acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai
perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN L ghaindd s

NO Sasaran Program KEGIATAN

B01|B02(B03|B04/B05/B06|B07(B08|B09(B10|B11|B12 (Rupiah)
eningkatnya tata kelola

1: rganisasi yang efektif  |Nilai Reformasi Birokrasi General| - | = | = | = | = | = | - - | - | 75| 63.171.540.000
an akuntabel

e . INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

RSO EAgatAn SASARAN KEGIATAN

B01|B02| B03|B04|B05|B06 |B07|B08|B09 |B10(B11| B12 (Rupiah)

Indeks perencanaan T S SV S G R (e 0 R el e o 1.536.778.000
pembangunan
Nilai kinerja anggaran -] - - -] - - - | - - -] - 70 600.000.000
Indeks kualitas kebijakan - - CO I B SO IR B R 75 59.080.000
Nilai sistem akuntabilitas kinerja| | _ i g ey g4 L o e Sl 80 179.780.000
instansi pemerintahan (SAKIP)

1. |Meningkatnya kualitas Indeks Layanan Publik == —i= 4 —1-3® 32.800.000
e Hetie Tingkat kepatuhan standard 88 145.670.000
organisasi ; =3 T I S R e (R (PR (ST R

pelayanan publik

Tingkat tindak lanjut pengaduan 100%

masyarakat (LAPOR) yang -l -1 -1-1-1-1-1-1-1]-1-+- 289.850.000
sudah diselesaikan

Persentase unit kerja yang

diusulkan memperoleh predikat

Wilayah Bebas Korupsi WBK) | - | - | - | - | - | - -|-|-|-1]-] - 92.514.000
dan predikat Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM)

18




INDIKATOR KINERJA waild ANGEITIS
NO Sasaran Heglatan SASARAN KEGIATAN
B01|B02|B03 |B04|B05|B06 |[B07 B08|B09 |B10|/B11| B12 (Rupiah)
Tingkat maturitas sistem I e (B B B o (D R SN 3 173.340.000
pengendalian intern
Indeks sistem merit N . i i i o I - - loe2s 980.750.000
Indeks Profesionalitas ASN albzell 2 Voot b b il 1o o IS 119.250.000
Meningkatnya kualitas .
, layanan Hukum, Sumper|"9eks reformasi hukum el - - - - -] -] 60 | 1.100.000.000
" |Daya Manusia, dan - .
Hubungan Masyarakat [ eterbukaan InformasiPublik | | | _f | _f _ | .| .| -|-|-]| 60 | 285572.000
Engagement (Tingkat interaksi)
halal dalam platform sosial sllsd =}« Lol wlalalslad«] A 1iaebemm
media
Opini laporan keuangan (WTP) N R T ool wre 544.288.000
Indeks tata kelola pengadaan o i - i - i . | = | Beik 1.601.597.000
Tingkat digitalisasi arsip S e o S RRees Svewn' mew el (Bera eses ohe B 77 750.000
Meningkatnya kualitas  |Persentase Rencana Umum i o [ o [ - e I .
, layanan umum, BMN,  [Pengadaan (RUP) 10% 30% 40% 70% 300.000.000
" |dan Keuangan Indeks pengelolaan aset I I I R R T I I I R I P 408.000.000
Indikator kinerja pelaksanaan B A S N B N R (DU IR S 48.858.886.000
anggaran
Persentase Tindaklanjut Hasil N ™ al .| . wl | . al .| . o
Pemeriksaan (TLHP) 20% 45% 60% 80% 0
Nilai Kesimpulan Pengendalian .
Intern Pelaporan Keuangan *H ==t td 2= *)= |- | |E0 0
4 Meningkatnya kualitas [Tingkat keberhasilan U (R N SR B g R (N S, 25 0
" lpengawasan internal pembangunan zona integritas
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INDIKATOR KINERJA sl ANGoAR
NO Sasaran Kegiatan SASARAN KEGIATAN
B01|B02| B03 |B04|B05|B06 (B07|B08|B09 |B10|B11| B12 (Rupiah)
Survei penilaian integritas (SP1)| | _ | _ | [ | [ .| - -] -|-.|663 0
Persentase hasil pengawasan e R U GRS B SN SR (SRR R NSNS i
internal yang ditindaklanjuti 80% 12040008
Persentase hasil reviu dan E B Sy B SO B MR s A S o
mantauan yang diselesaikan i s o
Persentase hasil evaluasiyang | | | | _ | _ | . Y (el aveal (el BN a
ditingkatkan nilainya i BR800
Persentase hasil audit yang Ll e Bl fE i R N T -
ditindaklanjuti 80% 0
Persentase hasil pengawasan s b o b oo b d 2l Bt s L gt 254 428.000
lainnya yang dilaksanakan : e
Persentase nilai gratifikasiunit | | ( | | | | | | | . 729 0
kerja 0
Persentase pengaduan gile b= Fials | wtcadie b o 1 2t 7w 0
elanggaran yang diselesaikan i
Nilai kapabilitas APIP (IACM) B WU Cre LSNSE TRURS SSEE ISONE M RRENN RESS N 2 308.952.000
Tingkat implementasi kebijakan
arsitektur sistem pemerintahan L
berbasis elektronik (SPBE) TS e R e a0
Meningkatnya kualitas
% data dan informasi
Indeks pembangunan statistik =l =1 =-1-1-1- -l =-1=-1-1|-|Bak 884.925.000
Indeks sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) B ES LR N S B AR AR L
Meningkatnya Kualitas
Persentase SDM JPH yang
6. |SDM JPH yang : \ b1 =111 =!1=!=-]=-1-1- 50 1.000.000.000
dikembangkan meningkat kompetensinya

Total

63.171.540.000
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Triwulan Il 2025
Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output

dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target

setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini

berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori

sebagai berikut:

Kategori Capaian IK Notifikasi Warna
Sangat Baik 100% < x < 120% &
Baik =100% &
Cukup 70% <x < 100%
Kurang <70% @

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan Il Tahun 2025,

Sekretariat Utama telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program

meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Sasaran Target | 1,
rget | Realisasi| Capaian
Program Indikator Kinerja | o025 | B0 | Twm | TWI
1. | Meningkatnya a| Nilai Reformasi 75 ; i} _
kualitas Birokrasi
perencanaan dan General
kinerja organisasi

Pada Triwulan Il Tahun 2025 Nilai Reformasi Birokrasi General belum tercapai

karena belum terdapat penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi. Namun demikian, pada periode ini telah dilaksanakan berbagai
kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi General,
antara lain pemenuhan dan penyempurnaan dokumen pendukung, penyusunan dan
penetapan regulasi, serta penyusunan pedoman dan instrumen yang dipersyaratkan
sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya
persiapan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.
Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus
pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai
kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Reformasi Birokrasi General berfokus
pada perbaikan tata kelola pemerintahan hulu secara umum, bukan pada isu-isu
tertentu. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel,
adaptif, inovatif, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Implementasinya melalui
penetapan kegiatan utama prioritas, target, rencana aksi, pelaksanaan, serta monitoring
dan evaluasi, yang semuanya ditujukan untuk membangun fondasi birokrasi yang kuat.

Penilaian dilaksanakan dalam periode tahunan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga pada Triwulan Il tahun 2025 belum
terdapat penilaian, namun upaya pencapaian sasaran ini terus dikerahkan melalui
perencanaan dan persiapan optimalisasi manajemen kinerja berbasis hasil, persiapan
penerapan SAKIP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses
bisnis organisasi. Selain itu, persiapan dan perencanaan dalam penguatan kapasitas
sumber daya manusia, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, dan pemenuhan
prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola yang berorientasi pada
pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan tata kelola organisasi yang semakin efektif dan akuntabel, Sekretariat
Utama BPJPH diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif
yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat
terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat
peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam mewujudkan sasaran program Sekretariat Utama telah ditetapkan
target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada sasaran kegiatan Sekretariat
Utama BPJPH, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan
Sasaran Kegiatan.



Sasaran
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target
2025

Realisasi
TW I

Capaian
TWII

Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
kinerja organisasi

Indeks perencanaan
pembangunan

70

Nilai kinerja anggaran

70

Indeks kualitas
kebijakan

75

Nilai sistem
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintahan
(SAKIP)

80

Indeks Layanan Publik

35

Tingkat kepatuhan
standard pelayanan
publik

88

Tingkat tindak lanjut
pengaduan masyarakat
(LAPOR) yang sudah
diselesaikan

100%

100%

Persentase unit kerja
yang diusulkan
memperoleh predikat
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan predikat
Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)

Tingkat maturitas sistem
pengendalian intern

Meningkatnya
kualitas layanan
hukum, SDM, dan
hubungan
masyarakat

Indeks sistem merit

0,625

Indeks Profesionalitas
ASN

84,75

Indeks reformasi hukum

60 (CC)

Keterbukaan Informasi
Publik

60

Engagement (Tingkat
interaksi) halal dalam
platform sosial media

Meningkatnya
kualitas layanan

Opini laporan keuangan
(WTP)

I~

fad




Sasaran Indikator Kinerja Target| Realisasi | Capaian
Kegiatan Kegiatan 2025 TWII TWII
umum, BMN, dan Indeks tata kelola BAIK L .
Keuangan pengadaan
Tingkat digitalisasi arsip B - -
Persentase Rencana 70% - -
Umum Pengadaan
(RUP)
Indeks pengelolaan aset 2,5 - -
Indikator kinerja BAIK SANGAT 125%
pelaksanaan anggaran BAIK
Persentase Tindaklanjut 80% - -
Hasil Pemeriksaan
(TLHP)
Nilai Kesimpulan Efektif - -
Pengendalian Intern
Pelaporan Keuangan
Meningkatnya Tingkat keberhasilan 25 - -
kualitas pembangunan zona
pengawasan integritas
internal 2 =
Survei penilaian 66,3 - -
integritas (SPI)
Persentase hasil 80% - -
pengawasan internal
yang ditindaklanjuti
Persentase hasil reviu 80% 53% 66%
dan pemantauan yang
diselesaikan
Persentase hasil evaluasi 80% - -
yang ditingkatkan
nilainya
Persentase hasil audit 80% 25% 31%
yang ditindaklanjuti
Persentase hasil 75% 100% 133%
pengawasan lainnya
yang dilaksanakan
Persentase nilai 2% 100% 139%
gratifikasi unit kerja
Persentase pengaduan 75% 61% 81%

pelanggaran yang
diselesaikan




Sasaran Indikator Kinerja Target| Realisasi | Capaian
Kegiatan Kegiatan 2025 TWIIL | TW I
Nilai kapabilitas APIP 2 2 100%
(IACM)
5. Meningkatnya Tingkat implementasi Baik - -
kualitas data dan kebijakan arsitektur
informasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik
(SPBE)
b| Indeks pembangunan 25 “ -
statistik
¢ | Indeks sistem ‘ 3 463 154%,
pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE)
6. | Meningkatnya a| Persentase SDM JPH 50% 513% | 106,20%
Kualitas SDM JPH yang meningkat
yang dikembangkan kompetensinya

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi

a. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target Triwulan Ill Tahun 2025 pada indikator ini belum dapat
dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian
kinerjanya akan dinilai pada Triwulan IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dihitung setiap Triwulan karena pengukuran capaian
kinerja dilakukan di akhir tahun.

Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan karena sebelumnya
BPJPH merupakan eselon satu pada Kementerian Agama dan Indeks
Perencanaan Pembangunan merupakan indikator kinerja baru.



Analisa penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan

Belum terdapat capaian, hal ini disebabkan BPJPH merupakan Lembaga
Pemerintah NonKementerian baru. Namun BPJPH memastikan dokumen
perencanaan selaras dengan Program Nasional.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Adapun kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja pada Triwulan |ll antara lain adalah konsinyering RDP
dengan mitra strategis, diadakan kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja
BPJPH, Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disusun
di kantor dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Kendala dan tindak Lanjut Rekomendasi

Terdapat kendala Renstra baru dapat dilaksanakan secara masif karena
menunggu RPJMN yang terbit pada bulan Februari dan terdapat perubahan
Perpres terkait Renstra yaitu Perpres No 80 tahun 2025 yang ditetapkan 30
Juni 2025 nemun demikian Renstra dapat ditetapkan tepat waktu pada
tanggal 8 bulan Oktober. BPJPH secara simuitan menyusun Renstra baik
dengan unit teknis maupun dengan mitra.

b. Nilai Kinerja Anggaran

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target Triwulan il tahun 2025 pada indikator ini belum dapat
diperbandingkan karena Nilai Kinerja Anggaran akan dinilai pada Triwulan
V.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena pengukuran capaian
dilakukan di akhir tahun.
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Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Sebagai LPNK baru Nilai Kinerja Angaran sebelumnya masih merupakan
unit eselon satu di Kementerian Agama sehingga belum mempunyai Nilai
Kinerja Anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan Il ini belum terdapat nilai namun telah
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan anggaran
Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada aplikasi SMART DJA serta
monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala dan triwulanan untuk
menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.

Upaya pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 didukung oleh
peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan pengendalian
pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara
berkala. Koordinasi antar unit kerja juga semakin ditingkatkan untuk
memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
anggaran.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun program dan kegiatan yang menunjang tercapainya Nilai Kinerja
Anggaran antara lain:

o Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;

o Pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi BPJPH;

o Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala;

o Peningkatan koordinasi antara unit teknis dan unit pendukung dalam

pengelolaan anggaran.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui pengendalian belanja,
pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta pelaksanaan kegiatan yang
berorientasi pada output dan outcome.



c. Indeks

Tindak Lanjut rekomendasi

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi revisi anggaran
apabila diperlukan, serta peningkatan kapasitas SDM pengeloila anggaran
agar pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Kualitas Kebijakan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2025 belum memiliki nilai realisasi
karena penilaian baru akan dilakukan pada Triwulan IV.
Oleh karena itu, target dan realisasi Triwulan Il belum dapat dibandingkan.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dihitung per Triwulan karena metode pengukuran
capaian hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Pada tahun-tahun sebelumnya, BPJPH masih berstatus sebagai unit eselon
| di Kementerian Agama, sehingga belum memiliki indikator Indeks Kualitas
Kebijakan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
Dengan perubahan status kelembagaan, tahun 2025 menjadi tahun pertama
BPJPH memiliki indikator kinerja baru Indeks Kualitas Kebijakan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Belum bisa dianalisis karena pada Triwulan Il tahun 2025 ini belum terdapat
capaian karena Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indikator baru. Upaya
pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 didukung oleh
peningkatan kualitas perencanaan kebijakan, penguatan koordinasi antar
unit kerja, serta penyusunan kebijakan yang semakin memperhatikan prinsip
berbasis data, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan. Di Triwulan Ill telah dilaksanakan
Penyusunan Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target nilai Indeks Kualitas
Kebijakan adalah Mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis

IQ
28



kritis untuk memahami masalah kebijakan secara komprehensif sebelum
merumuskan solusi serta mempersiapkan dokumen-dokumen kebijakan
yang akan diusulkan untuk penilaian indeks Kualitas Kebijakan.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi belum bisa diukur karena belum terdapat capaian. Pada Tahun
2025 tingkat efisiensi BPJPH diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

Tindak Lanjut rekomendasi

BPJPH telah menghadiri undangan Sosialisasi pengukuran IKK dari LAN
pada Triwulan lll. BPJPH belum permah mengusulkan kebijakan untuk
pengukuran IKK selnjutnya mengajukan koordinasi dengan Direktorat
Strategi Peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara LAN. BPJPH
akan terus meningkatkan kualitas proses perumusan dan evaluasi kebijakan
melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi
perumus kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan. Tindak lanjut ini diharapkan dapat mendorong peningkatan
Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun selanjutnya.

d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025 namun pada
Triwulan |l ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk
SAKIP. Nilai SAKIP akan didapatkan pada akhir tahun atau pada Triwulan
V.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian
kinerja dilakukan di akhir tahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun

sebelumnya
Nilai SAKIP dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya BPJPH:
Tahun Target Realisasi Capaian Kriteria
2021 70 72,8 104% Sangat Baik
2022 74 74 100% Baik
2023 78 78,6 101% Sangat Baik
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Tahun Target Realisasi Capaian Kriteria
2024 80 80 100% Baik
2025 80 - -

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kementerian
PANRB. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan V.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan [l tahun 2025 ini belum terdapat penilaian sehingga belum
bisa dianalisis untuk penyebab keberhasilannya. Upaya pencapaian target
Nilai SAKIP Tahun 2025 didukung oleh penguatan penerapan manajemen
kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta
penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Kinerja.
Koordinasi antar unit kerja terus ditingkatkan guna memastikan
implementasi SAKIP berjalan secara konsisten.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah
dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara konsisten
mendukung pencapaian kinerja. Adapun kegiatannya yaitu penyusunan dan
penyelarasan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja yang telah mengacu
pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terukur
dan relevan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi
pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran, pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengelolaan kinerja, serta pengendalian pelaksanaan
kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan efisien.
Kendala dan Tindak Lanjut rekomendasi

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum
terpublikasikan dengan baik ke unit kerja lain di BPJPH untuk tindak
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lanjutnya mempublikasikan pedoman SAKIP ke unit-unit kerja dan menunjuk
perwakilan untuk menjadi PIC dalam pemenuhan kebutuhan SAKIP.

e. Indeks Layanan Publik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Layanan Publik ditetapkan target 3,5 pada tahun 2025. Realisasi dan
target triwulan Iil tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan
dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru
dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian
kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Dalam rangka mendukung pencapaian target indeks Layanan Publik pada
akhir tahun, BPJPH telah melakukan langkah-langkah persiapan yang
diperlukan. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum meratanya
percepatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh unit teknis
pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyusunan dan penetapan
standar pelayanan.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan 1li antara lain adalah
Melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)
melalui penerbitan surat himbauan dan penetapan jadwal FKP.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada fungsi koordinasi dan fasilitasi,
sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia



tanpa memerlukan tambahan anggaran secara signifikan serta menghindari
duplikasi kegiatan.

Tindak Lanjut rekomendasi

Sulitnya mendorong unit teknis untuk segera melakukan pembahasan draft
standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat melalui forum konsuitasi
publik (FKP). Selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan yaitu Sekretariat
Utama mengeluarkan surat himbauan kewajiban pelaksanaan FKP beserta
jadwal masing-masing Orgisasi pelayanan publik (OPP) sehingga seluruh
OPP dapat menyelesaikan FKP.

f. Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 88 pada akhir tahun 2025 namun pada
Triwulan 1ll ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat nilai untuk
tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Nilai indikator ini akan
didapatkan pada Triwulan IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian
kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik
merupakan indikator baru di BPJPH.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta altemative
solusi yang dilakukan

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik masih dalam tahap awal,
BPJPH berkomitmen untuk memenuhi beberapa variabel pembangun untuk
memenuhi jumlah standar pelayanan publik.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target untuk tingkat
kepatuhan standar pelayanan publik pada Triwulan Il ini yaitu



melaksanakan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung
pelayanan publik pada BPJPH.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pada Triwulan Il tahun 2025 ini tingkat efisiensi dihitung berdasarkan
sasaran kegiatan karena belum terdapat RPD per indikator kinerja.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilakukan Forum Konsultasi Publik, kendala yang dialami pada
Triwulan Il yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang
pelayanan publik BPJPH. Tindak lanjutnya dengan melengkapi sarana dan
prasarana penunjang pelayanan pubik BPJPH.

g. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat tindak lanjut pengaduan ditargetkan 100%. Pada
Triwulan 1l Tahun 2025 terdapat 7 (lima) keluhan masyarakat yang masuk
pada SPAN-LAPOR BPJPH yang mana semuanya telah ditindaklanjuti
sehingga untuk indikator tingkat tindak lanjut pengaduan mencapai target
100%.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini mencapai target baik di Triwulan Ill Tahun 2025 memenuhi
target yaitu 100%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
karena merupakan indikator kinerja baru di BPJPH.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

BPJPH terus melakukan penyempurnaan SOP penanganan pengaduan,
meningkatkan koordinasi lintas unit, serta mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala terhadap penyelesaian pengaduan serta tindak lanjut atas
pengaduan yang belum selesai tepat waktu.
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Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tingkat tindak lanjut pengaduan yaitu
dengan melaksanakan kegiatan melakukan konsolidasi implementasi
perbaikan layanan berdasarkan eskalasi bulanan hasil pengelolaan
pengaduan dan informasi.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pada indikator tingkat tindak lanjut pengaduan dengan capaian 100%
anggaran telah mendukung capaian indikator. Tingkat efisiensi diukur
berdasarkan sasaran kegiatan.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah disusun Surat Keputusan tim pengelola pengaduan serta admin
penghubung. Pada Triwulan Il belum ditetapkan pedoman pengelolaan
pengaduan dan informasi. Tindak lanjut yaitu melakukan finalisasi pedoman
pengelolaan pengaduan dan informasi.

h. Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
belum mendapatkan nilai di Triwulan Ill sehingga belum bisa dibandingkan
dengan target tahunannya. Indikator ini baru akan diusulkan untuk penilaian
pada Tahun 2026 sehingga di tahun 2025 belum terdapat target.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Belum bisa dibandingkan karena indikator ini baru akan ada target di tahun
2026. Indikator ini tidak bisa dihitung per triwulan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Belum bisa dibandingkan karena indikator ini merupakan indikator baru pada
BPJPH sehingga tidak ada data pembanding di tahun-tahun sebelumnya.



Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan.

Di Triwulan Il belum terdapat realisasi dikarenakan masih daiam
penyusunan pedoman dan mengumpulkan pemenuhan komponen
pengungkit.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Persentase unit kerja yang
diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu telah diadakan kegiatan
penyusunan pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) dan koordinasi
pelaksanaan program Zona Integritas (ZI1) BPJPH.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan sehingga untuk tahun 2025
belum bisa diukur sesuai dengan indikator kinerja.

Tindak Lanjut rekomendasi

Pada Triwulan lll tahun 2025 telah dikumpulkan dan disusun Pedoman
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
Kendala pada Triwulan I BPJPH belum mengumputkan data pemenuhan
komponen pengungkit BPJPH di satu tempat data.

Tindak lanjutnya membuat dan mempublikasikan link google drive untuk
mengumpulkan data pemenuhan komponen pengungkit unit kerja BPJPH
serta memberikan deadline waktu pengumpulannya.

i. Tingkat maturitas sistem pengendalian intern

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja tingkat maturitas sistem pengendalian intern pada Triwulan
lll belum bisa dibandingkan dengan target tahunannya karena belum ada
penilaian pada Triwulan lll. Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian
kinerjanya dilakukan di akhir tahun.
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e Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun

sebelumnya
Tahun Target Realisasi Capaian Kriteria
2021 3 12,4 80% Cukup
2022 3 3,99 133% Sangat Baik
2023 4 0 0 -
2024 4 0 0 -
2025 3 -

Realisasi tingkat maturitas sistem pengendalian intern dibandingkan dengan
tahun sebelumnya ketika BPJPH masih berada pada Kementerian Agama
dari tahun 2021 mengalami peningkatan di tahun 2022 namun di tahun 2023
dan 2024 tidak terdapat capaian dikarenakan belum bisa dibandingkan
karena BPJPH sebagai LPNK baru belum terdapat penilaian dari BPKP.
Penilaian akan dilaksanakan pada di Triwulan IV.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Telah disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Tingkat
maturitas SPIP telah dilakukan penilaian mandiri di Triwulan Il

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian yaitu telah
ditetapkannya ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH, Penerbitan SK
asesor SPIP dan membuat timeline penilaian maturiras SPIP (penilaian
mandiri oleh tim asesor dan penjaminan kualitas oleh Inspektorat BPJPH).
Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan
sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor 172 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada BPJPH. Adapun
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kendala yang ada di Triwulan Il yaitu pengumpulan eviden untuk

pemenuhan penilaian maturitas sistem pengendalian intern.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan hubungan

masyarakat
a. Indeks Sistem Merit

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 0,625 pada akhir tahun 2025 namun pada
Triwulan Il belum bisa dibandingkan karena belum ada penilaian untuk
indeks sistem merit. iIndeks sistem merit mengalami penundaan penilaian
dikarenakan BPJPH masih merupakan LPNK baru.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan per triwulan dikarenakan untuk pengukuran
indikator ini ada pada Triwulan V.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

BPJPH merupakan LPNK baru dan Indeks sistem merit merupakan indikator
kinerja baru untuk BPJPH sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Indeks sistem merit belum bisa dilakukan karena masih memoratorium,
sehingga di tahun 2025 belum bisa dilakukan penilaian. Belum terbentuk
sistem merit di BPJPH.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks sistem merit pada
Triwulan IlIl Tahun 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan
Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian, Workshop Penerapan Sistem
Merit BPJPH, Pembinaan Prapensiun Pegawai BPJPH, Bimbingan Teknis
Penyusunan Matriks Peran Hasil Kinerja Individu BPJPH.



Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan
sasaran kegiatan dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.
Tindak Lanjut rekomendasi

Sebagai LPNK baru BPJPH belum memiliki sistem merit yang terbangun
secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya perangkat
utama pendukung sistem merit. Tindak lanjutnya yaitu dengan menyusun
Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi Jabatan.

b. Indeks Profesionalitas ASN

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target Indeks Profesionalitas ASN BPJPH yaitu 84,75. Pada Triwulan Il
belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian. Nilai Indeks
Profesionalitas ASN akan didapatkan pada Triwulan V.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan target dan realisasinya per triwulan
dikarenakan penilaian ada di Triwulan [V.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Sebelumnya BPJPH masih menginduk pada Kementerian Agama untuk
Indeks Profesionalitas ASN sehingga belum bisa dibandingkan dengan
capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN masih mengalami penundaan penilaian di tahun
2025 karena BPJPH merupakan LPNK baru.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya terus berkoordinasi dengan
KemenPAN RB dan BKN untuk Indeks Profesionalitas ASN.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Di tahun 2025 efisiensi atas penggunaan sumber daya diukur berdasarkan
sasaran kegiatan.



c. Indeks

Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Kurangnya keaktifan pegawai dalam peremajaan data. Tindak lanjut
meminta pegawai untuk peremajaan data, dan mengirimkan surat kepada
deputi talenta untuk mendapatkan nilai akhir indeks profesionalitas ASN.
Reformasi Hukum

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

BPJPH merupakan LPNK baru sehingga untuk penilaian Indeks Reformasi
Hukum belum dilakukan pada tahun 2025 ini. Penilaian Indeks Reformasi
Hukum akan dilakukan pada tahun 2026 sehingga belum bisa
diperbandingkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan per triwulan dikarenakan
indikator ini dinilai tahunan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indeks Reformasi Hukum tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru untuk
BPJPH.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan.

Indeks Reformasi Hukum belum bisa dilakukan di tahun 2025 karena BPJPH
merupakan LPNK baru dan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi
sehingga di Triwulan Il belum bisa tercapai. Adapun kendala yang ditemui
luasnya cakupan evaluasi implementasi UU JPH yang melibatkan banyak
pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan waktu untuk konsolidasi
data.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks Reformasi Hukum,
telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Implementasi
UU JPH, Kegiatan evaluasi implementasi dan persiapan penyusunan
Prolegnas serta Naskah Akademik RUU JPH, Serta rapat harmonisasi
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konsepsi Rancangan Peraturan BPJPH tentang Rencana Strategis BPJPH
2025-2029.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Di tahun 2025 tingkat efisiensi belum bisa dihitung per indikator kinerja,
tingkat efisiensi dihitung per sasaran kegiatan.
Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala Tindak Lanjut
o Luasnya cakupan evaluasi | o Menyelenggarakan FGD secara

implementasi UU JPH yang tematik  dan mempercepat
melibatkan banyak pemangku finalisasi Naskah Akademik RUU
kepentingan, sehingga JPH sebagai dasar masuknya ke
membutuhkan waktu untuk dalam Prolegnas.

konsolidasi data.

d. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Keterbukaan Informasi Publik memiliki target nilai 60 namun untuk
Triwulan [l ini belum bisa dibandingkan karena belum terdapat penilaian.
Penilaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak bisa dibandingkan per triwulan
karena dilakukan penilaian pada Triwulan IV.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru di BPJPH sehingga belum bisa
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator baru di BPJPH
sehingga di Triwulan Il target belum tercapai karena Pengumpulan data
evaluasi tahunan dari masing-masing unit belum lengkap.
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Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang nilai indeks keterbukaan informasi publik
yang dilakukan di Triwulan Ill antara lain melakukan penguatan SOP layanan
informasi, monitoring penyelesaian permohonan informasi, serta survei
kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik sebagai dasar
peningkatan kualitas layanan.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja karena pada tahun
2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran kegiatan.

Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala

Tindak Lanjut

o Pengumpulan

data evaluasi
tahunan dari masing-masing
unit belum atau

terlambat.

lengkap

o Mengirimkan permintaan data

evaluasi lebih awal kepada unit
kerja agar penyusunan laporan
tidak mundur.

Analisis rekomendasi perbaikan
membutuhkan sinkronisasi
dengan rencana kerja tahun

berikutnya.

Mengadakan FGD evaluasi PPID
untuk merumuskan rekomendasi
yang selaras dengan rencana

program tahun berikutnya

o Keterbatasan waktu dalam | o Membentuk tim kecil penyusun

penyusunan laporan tahunan laporan untuk mempercepat
karena berdekatan dengan finalisasi dokumen laporan
penutupan tahun anggaran. tahunan.

e. Engagement (Tingkat interaksi) Halal dalam Platform Sosial Media (Instagram
BPJPH)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Di Triwulan |l Engagement (Tingkat interaksi) Halal dalam Platform Sosial
Media (Instagram BPJPH) belum terdapat realisasi sehingga belum bisa

dibandingkan dengan target tahunannya.
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Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan karena penilaian ada di
Triwulan V.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan tahun 2025 ini merupakan penilaian pertama BPJPH sebagai
LPNK dan merupakan indikator kinerja baru untuk BPJPH.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Pada Triwulan il belum terdapat capaian, penilaian ada di akhir tahun
Triwulan IV.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapaianya indikator ini adalah
melaksanakan peningkatan branding akun resmi BPJPH melalui visual
identity, gaya komunikasi yang lebih humanis, serta produksi konten edukatif
dan interaktif (infografis, video pendek, carousel edukasi) dengan melibatkan
influencer halal dan pendamping PPH sebagai kolaborator konten.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Tingkat efisiensi pada tahun 2025 diukur berdasarkan sasaran kegiatan
sehingga belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.
Tindak Lanjut rekomendasi
Kendala Tindak Lanjut

o Data analitik dari berbagai platform | © Menggunakan dashboard analitik

tidak  terintegrasi,  sehingga terpadu untuk menggabungkan data

evaluasi memerlukan waktu lebih Instagram,  Facebook,  TikTok,
lama. YouTube, dan website.

o Analisis sentimen publik | © Mengadopsi tools analisis sentimen
membutuhkan tools atau melode (misal: CrowdTangle, Talkwalker,
yang lebih presisi. atau opsi internal) untuk akurasi

yang lebih baik.

o Penyusunan laporan tahunan | o Membentuk tim kecil penyusun
berdekatan dengan penutupan laporan agar proses penulisan,
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Kendala Tindak Lanjut
tahun anggaran sehingga waktu visualisasi data, dan finalisasi

terbatas. dokumen berjalan lebih cepat.

3. Biro Umum dan Keuangan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan umum, BMN, dan Keuangan

a. Opini Laporan Keuangan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Opini Laporan Keuangan belum mendapatkan penilaian.
Penilaian Opini Laporan Keuangan BPJPH tahun 2025 sebagai LPNK baru
akan keluar di tahun 2026.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan
sekali dalam setahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator Opini Laporan Keuangan tidak bisa dibandingkan dengan capaian
tahun-tahun sebelumnya dikarenakan BPJPH sebagai LPNK baru dan
sebelumnya merupakan eselon | di Kementerian Agama sehingga Opini
Laporan Keuangan masih sebagai eselon satu di Kementerian Agama
dengan capaian WTP.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Penilaian Opini Laporan Keuangan dilakukan oleh BPK setelah tahun
anggaran berakhir. Dengan demikian, Opini Laporan Keuangan BPJPH
Tahun 2025 baru akan diterbitkan pada tahun 2026 sehingga capaian
indikator belum dapat diukur pada triwuian ini.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Pada Triwulan |l terdapat kegiatan yang menunjang yaitu finalisasi
rekonsifiasi dan pengecekan dokumen pendukung audit dan pembangunan
sistem pengendalian intern pelaporan keuangan.




Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pada Tahun
2025 belum dapat dianalisis pada tingkat indikator kinerja. Hal ini disebabkan
pengukuran efisiensi pada Tahun 2025 masih dilakukan pada tingkat
sasaran kegiatan, bukan pada tingkat indikator kinerja. Kondisi tersebut
terjadi karena BPJPH pada Tahun 2025 belum menyusun Rencana
Penarikan Dana (RPD) yang terdistribusi sampai dengan indikator kinerja.
Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang dialami di Triwulan Il ini yaitu terdapat dokumen pendukung
audit belum lengkap tindak lanjutnya yaitu pemberian daftar dokumen audit
dan review dokumen audit secara intensif.

b. Indeks tata kelola pengadaan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks Tata Kelola Pengadaan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target
pencapaian kriteria “BAIK”. Namun demikian, sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025, penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan belum dilaksanakan
sehingga realisasi capaian indikator belum dapat diketahui dan
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian indikator ini
direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan tidak dapat dibandingkan realisasi
dan capaiannya per triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali
dalam setahun, yaitu pada Triwulan IV. Oleh karena itu, capaian kinerja
indikator ini belum dapat diukur secara periodik pada triwulan berjalan.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indeks tata kelola pengadaan merupakan indikator baru di BPJPH sehingga
belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
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Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Meskipun capaian indeks Tata Kelola Pengadaan belum dapat diukur,
terdapat upaya-upaya yang berpotensi mendukung keberhasilan
pencapaian target, antara lain penguatan tata kelola pengadaan.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang mendukung target indeks tata kelola pengadaan yaitu
telah dilakukan kegiatan Evaluasi pelaksanaan pengadaan dan percepatan
pemilihan penyedia dan Peningkatan kualitas dokumen pengadaan.
Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Tata Kelola
Pengadaan belum dapat diukur secara kuantitatif karena indikator ini bersifat
kualitatif dan penilaiannya dilakukan secara tahunan. Namun demikian,
optimalisasi sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan SDM internal dan
koordinasi lintas unit kerja dalam pelaksanaan review, monitoring, dan
asistensi teknis pengadaan.

Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang dialami di Triwulan 11l ini yatu terdapat keterlambatan proses
pemilihan penyedia. Sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dan
percepatan proses evaluasi

c. Tingkat digitalisasi arsip

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip pada Tahun 2025 ditetapkan
dengan target pencapaian kategori “B". Namun sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 beium terdapat hasil penilaian atas indikator tersebut sehingga
realisasi capaian belum dapat dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan. Penilaian Tingkat Digitalisasi  Arsip direncanakan akan
dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Triwulan
iV Tahun 2025.
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Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip tidak dapat dibandingkan realisasi dan
capaiannya per Triwulan karena penilaian indikator dilakukan satu kali dalam
satu tahun, yaitu pada Triwulan IV. Dengan demikian, pengukuran capaian
kinerja indikator ini belum dapat dilakukan secara periodik.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip merupakan indikator kinerja baru di
lingkungan BPJPH, sehingga belum tersedia data capaian pada tahun-tahun
sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap capaian
Tahun 2025.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Indikator ini belum terdapat capaian, hal ini dikarenakan pengukuran
terdapat di Triwulan {V namun terdapat upaya-upaya yang berpotensi
mendukung keberhasilan pencapaian target Tingkat Digitalisasi Arsip,
antara lain komitmen organisasi dalam penguatan tata kelola kearsipan dan
percepatan transformasi digital.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya tingkat digitalisai arsip
dengan kategori B telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung yaitu:

o Evaluasi kualitas digitalisasi dan harmonisasi SOP arsip digital.

o Integrasi arsip digital dengan portal internal.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Tingkat Digitalisasi
Arsip belum dapat diukur berdasarkan indikator kinerja.
Tindak Lanjut rekomendasi
Pada Triwulan Ill Tahun 2025 terdapat hambatan berupa proses verifikasi
kualitas digitalisasi yang memerlukan waktu relatif lama. Sebagai tindak
lanjut, diperlukan pembentukan tim review kualitas digitalisasi arsip guna
mempercepat dan menjamin mutu hasil digitalisasi.



d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Persentase Rencana Umum dan Pengadaan pada Triwulan Il memiliki
target 30%. Pada Triwulan Il ini belum terdapat realisasi sehingga tidak bisa
dibandingkan dengan target per tahunnya.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja TWI ™I T™™WII TWIV
Persentase | Target 10% 30% 40% 70%

Rencana Realisasi - - =

Umum
Pengadaan
(RUP)

Pada Triwulan Il belum terdapat realisasi dan capaian sehingga belum
bisa diperbandingkan per Triwulannya.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian mandiri
terhadap indikator Persentase RUP. Oleh karena itu, belum tersedia data
capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai
pembanding.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Belum tercapainya Persentase Rencana Umum Pengadaan hingga Triwulan
it Tahun 2025 disebabkan oleh indikator ini yang masih baru diterapkan di
lingkungan BPJPH. Proses penyesuaian mekanisme pengukuran dan
pemutakhiran data RUP masih berlangsung sehingga realisasi indikator
belum dapat ditetapkan pada periode pelaporan ini.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target Persentase Rencana
Umum dan Pengadaan yaitu Pemutakhiran RUP terhadap paket yang



mengalami perubahan dan Penyesuaian paket sesuai pergeseran
anggaran.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Persentase
RUP belum dapat diukur secara kuantitatif karena belum tersedianya
realisasi capaian indikator hingga Triwulan |l Tahun 2025.

Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala yang ada pada Triwulan Il yaitu terdapat perubahan kebutuhan
menyebabkan revisi berulang sehingga memerlukan tindal lanjut penguatan
koordinasi perencanaan awal.

e. Indeks pengelolaan asset

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indeks pengelolaan asset di tahun 2025 ini memiliki target dengan indeks
2,5. Realisasi kinerja pada Triwulan Ill belum dapat dibandingkan secara
fangsung dengan target tahunan, mengingat penilaian indeks dilakukan
pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan
pengelolaan aset.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Indeks Pengelolaan Aset tidak dapat dibandingkan capaian per
triwulan karena metode pengukurannya dilakukan tahunan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH melakukan penilaian
sebagai LPNK. Dengan demikian, belum tersedia data pembanding dari
tahun-tahun sebelumnya sehingga analisis tren capaian kinerja belum dapat
dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan.

Pelaksanaan pengelolaan aset pada Triwulan |l Tahun 2025 menunjukkan
upaya perbaikan tata kelola aset yang semakin sistematis. Keberhasilan
awal ini didukung oleh meningkatnya komitmen unit kerja dalam melakukan
penatausahaan aset serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMN
secara lebih optimal.



Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pengelolaan
Aset pada Tahun 2025 antara lain Penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil
audit dan Kegiatan Persiapan eksekusi pemusnahan aset tidak digunakan.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Pengelolaan
Aset belum dapat diukur secara kuantitatif, karena hasil penilaian indikator
baru akan diperoleh pada akhir Tahun 2025.

Tindak Lanjut rekomendasi

Pada Triwulan Il Tahun 2025 masih terdapat kendala, antara lain lambatnya
proses pemanfaatan atau pemindahtanganan aset. Sebagai tindak lanjut,
diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mempercepat proses tersebut
dan meningkatkan kualitas pengeiolaan aset.

f. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditetapkan
dengan target capaian kategori “BAIK”. Berdasarkan hasil evaluasi pada
Triwulan 1l Tahun 2025, BPJPH telah melampaui target tersebut dengan
memperoleh nilai kinerja dalam kategori “SANGAT BAIK".

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja TWI TWII TW Il TWIV
Indikator Target - - - BAIK
kinerja Realisasi | SANGAT | SANGAT | SANGAT
pelaksanaan BAIK BAIK BAIK
anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mendapatkan kategori SANGAT
BAIK, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran telah
melampaui target yang ditetapkan.
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e Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPJPH pada Tahun 2025
belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH merupakan unit Eselon | pada
Kementerian Agama sehingga belum memiliki indikator kinerja pelaksanaan
anggaran yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.

e Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada
Triwulan Il Tahun 2025 didukung oleh meningkatnya disiplin pelaksanaan
anggaran, percepatan realisasi belanja, serta penguatan pengendalian

internal dalam proses pelaksanaan kegiatan.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Kegiatan yang menunjang tercapaianya indikator kinerja pelaksanaan
anggaran yaitu dilakukan Evaluasi progres output dan revisi anggaran bila
diperiukan dan Optimalisasi capaian niiai iKPA.

» Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia
maupun anggaran. Tingkat efisiensi

* Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Telah melakukan penegasan batas waktu pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) kepeda seluruh unit kerja serta meningkatkan koordinasi
agar penyampaian tagihan dapat dilakukan tepat waktu. Kendala yang ada
di Triwulan 1l yaitu deviasi realisasi output sehingga perlu dilakukan reviu
kegiatan dan penyesuaian alokasi.

g. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

e Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Pada Triwulan Ill Tahun 2025, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) ditetapkan dengan target sebesar 60%. Namun demikian, hingga
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akhir Triwulan Il belum terdapat realisasi tindak lanjut yang dapat dihitung
sebagai capaian indikator sehingga belum bisa diperbandingkan.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja TWI Wil TW i TWIV
Persentase | Target 20% 45% 60% 80%
Tindaklanjut | Realisasi - - -

Hasil
Pemeriksaan
(TLHP)

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025, realisasi Persentase TLHP belum
dapat diukur karena proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan masih
berlangsung.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPJPH pada Tahun
2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya BPJPH masih
merupakan unit eselon | pada Kementerian Agama dan belum berstatus
sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), sehingga belum
memiliki indikator TLHP yang berdiri sendiri.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Belum tercapainya realisasi Persentase TLHP hingga Triwulan Il Tahun
2025 disebabkan oleh karakteristik tindak lanjut hasil pemeriksaan yang
memeriukan waktu dan proses koordinasi lintas unit kerja. Selain itu,
sebagian rekomendasi hasil pemeriksaan membutuhkan kelengkapan
dokumen pendukung serta penyelesaian administratif secara bertahap.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapaianya target di Triwulan Ill ini telah
dilaksanakan yaitu:

o Monitoring progres akhir dan penyiapan laporan status TLHP



o Konsolidasi pemenuhan rekomendasi lintas unit.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya peningkatan Persentase TLHP dilakukan dengan mengoptimatkan
pemanfaatan sumber daya yang tersedia, melalui penugasan personel
secara terarah serta pemanfaatan mekanisme koordinasi internal. Tingkat
efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dihitung per indikator
kinerja, karena belum tersedianya Rencana Penarikan Dana (RPD) yang
spesifik per indikator.
Tindak Lanjut rekomendasi
Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan Person in Charge (PIC) pada setiap
rekomendasi hasil pemeriksaan, disertai dengan penyusunan jadwal
penyelesaian tindak lanjut dan pelaksanaan pemantauan secara berkala.
Adapun kendala yang masih dihadapi pada Triwulan Ill Tahun 2025 yaitu
beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Oleh karena itu,
dilakukan permintaan percepatan penyelesaian serta monitoring secara
lebih intensif (harian) guna memastikan target capaian dapat terpenuhi pada
akhir tahun.

h. Nilai Kesimpulan Pengendalian intern Pelaporan Keuangan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada Tahun
2025 ditetapkan dengan target penilaian “Efektif’. Penilaian dilakukan pada
Triwulan 1V, oleh karena itu belum terdapat realisasi yang bisa dibandingkan
dengan target tahunannya.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan tidak
dapat dibandingkan secara per friwulan karena penilaiannya bersifat
tahunan

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada
tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang diterapkan
di BPJPH setelah berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK). Sebelumnya BPJPH sebagai unit eselon | pada Kementerian
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Agama telah memperoleh nilai pengendalian intern pelaporan keuangan
dengan kategori “Efektif".
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Upaya pencapaian target Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan
Keuangan didukung oleh penguatan komitmen pimpinan, peningkatan
pemahaman unit kerja terhadap pengendalian intern, serta konsistensi
dalam penerapan prosedur pengendalian intern pada proses pelaporan
keuangan.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Kegiatan yang menunjang tercapainya target Nilai Kesimpulan
Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan di Triwulan Il ini meliputi:

o Self assessment pengendalian intern dan review kepatuhan SOP

o Finalisasi dokumen penilaian pengendalian intern
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan penguatan pengendalian intern dilakukan dengan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penugasan personel
yang relevan dan pemanfaatan prosedur serta sistem yang telah ada.
Tindak Lanjut rekomendasi
Telah dilakukan pembangunan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pelaporan Keuangan (PIPK). Pada Triwulan Il ini terdapat hambatan berupa
kualitas seff assessment bervariasi. Tindak Lanjut yang dilakukan yaitu
dilakukan review berjenjang dan perbaikan evidence.

4. Inspektorat

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengawasan internal

a. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun
2025 ditetapkan dengan target sebesar 25%. DI Triwulan [l Tahun 2025,
indikator ini belum dapat dibandingkan antara target dan realisasi
tahunannya karena proses penilaian pembangunan Zona Integritas
dilaksanakan pada akhir tahun anggaran atau Triwulan IV.
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Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas tidak dapat
dibandingkan antara target dan realisasi secara per triwulan karena
penilaiannya terdapat pada Triwulan IV.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH memiliki indikator kinerja
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu,
capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada
tahun-tahun sebelumnya.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Triwulan Il Tahun 2025
belum mendapat penilaian karena masih dilakukannya pemenuhan bukti
dukung atau eviden dari Zona Integritas.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja pembangunan
Zona integritas hingga Triwulan Ifi Tahun 2025 antara lain:
o Penyusunan dan penyelarasan rencana aksi pembangunan Zona
Integritas.
o Pengumpulan dan pemenuhan bukti dukung (evidence) sesuai
dengan ketentuan dan area perubahan Zona Integritas.
o Koordinasi internal lintas unit kerja dalam rangka penyediaan data
dan dokumen pendukung.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Upaya pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan struktur organisasi yang
ada, penugasan tim kerja secara intemnal, serta penggunaan dokumen dan
sistem pendukung yang telah dimiliki BPJPH. Tingkat efisiensi belum bisa
diukur per sasarn indikator kinerja dikarenakan belum terdapat RPD per
indikator kinerja.



Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasiian pencapaian kinerja ini pada
Triwulan [Il telah dilaksanakan penyebaran whatsapp blast dan periode
pengisian survei oleh seluruh responden.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pendataan responden dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit kerja dan
pemanfaatan data yang telah tersedia, sehingga dapat meminimalkan
penggunaan anggaran tambahan serta meningkatkan efisiensi waktu dan
tenaga.

Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhambat oleh pegawai yang
mendapatkan link untuk mengisi survei tidak melakukan pengisian. Tindak
lanjut yang dilakukan pimpinan harus memantau dan memerintahkan
kepada pegawai dibawahnya untuk segera melakukan pengisian. Dilakukan

sosialisasi kembali dan apresiasi.

c. Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti memiliki target
tahunan sebesar 80%. Di Triwulan Ill ini tidak terdapat realisasi sehingga
belum bisa dilakukan perbandingan dengan target tahunannya.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja TWI TWII TWII TWIV
Persentase | Target 20% 45% 60% 80%
hasil Realisasi 56% - -
pengawasan
internal yang
ditindaklanjuti
Pada Triwulan [l tidak terdapat realisasi untuk tindak lanjut hasil

pengawasan internal.



Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja yang baru dibentuk di
BPJPH, sehingga data pembanding historis belum tersedia.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan tidak terdapat realisasi namun tetap masih dalam
pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal serta
fokus pada penyelesaian rekomendasi prioritas.
Namun pada Triwulan iii masih terdapat kendala yang sama yaitu
keterbatasan sumber daya auditor, yang berdampak pada belum optimalnya
pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi
pelaksanaan pengawasan internal, penyusunan laporan hasil pengawasan,
serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh unit
kerja terkait. Kegiatan tersebut menjadi dasar dalam pengukuran persentase
tindak fanjut hasil pengawasan internal.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan  fungsi pengawasan internal dilakukan  dengan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, khususnya auditor yang ada,
melalui pengaturan prioritas penugasan dan pemanfaatan hasil pengawasan
yang telah dilaksanakan. Meskipun jumlah auditor terbatas, upaya efisiensi
dilakukan agar target kinerja tetap dapat dicapai secara bertahap.

Tindak Lanjut rekomendasi

Pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal akibat keterbatasan jumiah
auditor pada Inspektorat, sehingga beban kerja tidak dapat didistribusikan
secara proporsional. Sebagai langkah perbaikan, diusulkan kepada
pimpinan untuk menambah jumlah staf pada Inspektorat guna memenuhi
kebutuhan auditor dan mendukung keiancaran fungsi pengawasan.



d. Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Telah ditetapkan target sebesar 80 pada akhir tahun 2025, pada Triwulan Iii
terdapat realisasi sebesar 53%. Hal ini menunjukkan capaian 66% dari target
tahunannya.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan tidak
dapat dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena
pengukuran capaian tahunan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena merupakan tahun awal penerapan indikator kinerja
Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan di BPJPH.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan Il Tahun 2025, pelaksanaan reviu dan pemantauan masih
berada pada tahap proses. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah
penetapan tenggat waktu penyelesaian yang relatif singkat, sehingga proses
reviu terhadap dokumen dan output pekerjaan belum dapat dilakukan secara
mendalam.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini sampai
dengan Triwulan Il sudah dilakukan 5 (lima) reviu diantaranya reviu RKKL,
reviu RSB, reviu revisi anggaran, reviun pagu anggaran, reviu pagu alokasi,
dan reviu proposal remunerasi pada BPJPH.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang
tersedia melalui pengaturan jadwal reviu, pembagian tugas yang
proporsional, serta pemanfaatan dokumen dan data yang telah tersedia.
Tingkat efisiensi belum bisa diukur berdasarkan indikator kinerja
dikarenakan belum terdapat RPD per indikator kinerja.



Tindak Lanjut rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas kendala waktu pelaksanaan yang terbatas,
dilakukan perbaikan dalam perencanaan jadwal kegiatan dengan
memberikan waktu penyelesaian yang lebih realistis dan memadai. Langkah
ini bertujuan agar proses reviu dan pemantauan dapat dilakukan secara
lebih mendalam, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memperkuat
koordinasi antar unit kerja.

e. Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan 11l Tahun 2025, indikator Persentase Hasil Evaluasi
yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat dibandingkan dengan target
tahunannya karena belum terdapat realisasi capaian kinerja.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Evaluasi yang Ditingkatkan Nilainya belum dapat
dibandingkan antara target dan realisasi secara triwulanan karena proses
evaluasi dan penetapan peningkatan nilai dilakukan pada akhir periode.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena Inspektorat merupakan unit kerja baru di BPJPH.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan [l Tahun 2025, Inspektorat masih berada pada tahap
pembentukan organisasi dan penguatan fungsi evaluasi. Fokus kegiatan
masih diarahkan pada penyusunan dan penyesuaian pedoman-pedoman
yang menjadi dasar peiaksanaan evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan
peningkatan nilai hasil evaluasi belum dapat dicapai di Triwulan Il ini.
Sebagai langkah  perbaikan, Inspektorat akan mempercepat
penyempurnaan pedoman evaluasi serta meningkatkan koordinasi dengan
unit terkait agar proses evaiuasi dapat berjalan optimal pada periode
berikutnya.



Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain
pelaksanaan evaluasi terhadap pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan evaluasi SAKIP, penyusunan
dan evaluasi pedoman, penginputan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), pengisian manajemen risiko, serta peningkatan
kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber
daya yang tersedia, khususnya melalui penggunaan pedoman dan dokumen
yang telah ada serta pelaksanaan evaluasi secara terintegrasi dengan
kegiatan pengawasan lainnya.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilakukan upaya pelengkapan kekurangan dokumen dan evidence
secara bertahap agar proses evaluasi dapat dilaksanakan secara optimal
dan mendukung peningkatan nilai hasil evaluasi. Namun sampai dengan
Triwulan Il masih terdapat dokumen dan evidence yang belum tersedia
sehingga terus dilakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk pemenuhan

dokumen evaluasi yang diperlukan.

f. Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti memiliki target tahunan
sebesar 80% pada Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan lll Tahun 2025
terdapat realisasi 25%, sehingga terdapat capaian sebesar 31%.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja TWI TWII TW Il TWIV
Persentase Target - - - 80%
Hasil  Audit | Realisasi 0 25% 25%

yang
Ditindaklanjuti
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Pada Triwulan Il ini terdapat realisasi sebesar 25% namun tidak ada target
per Triwulan sehingga tidak bisa diperbandingakan target dan realisasi per
triwulannya.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH sebagai
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Inspektorat merupakan
unit kerja baru di BPJPH sehingga data capaian historis belum tersedia.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan Il Tahun 2025, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
dengan capaian 31%. Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh
keterbatasan jumlah auditor serta proses audit yang masih berjalan.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi pelaksanaan
audit internal, penyusunan laporan hasil audit, serta pemantauan tindak
fanjut rekomendasi hasil audit oleh unit kerja terkait. Kegiatan tersebut
menjadi dasar dalam pengukuran persentase hasil audit yang ditindaklanjuti.
Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya auditor
yang tersedia melalui penetapan prioritas penugasan audit dan pemanfaatan
hasil audit yang telah dilakukan. Tingkat efisiensi untuk tahun 2025 belum
bisa diukur berdasarkan indikator kinerja.

Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Masih sama seperti kendala pada Triwulan i yaitu keterbatasan jumlah
auditor. Sebagai tindak lanjut, pimpinan telah mengusulkan penambahan
jumlah auditor guna memperkuat fungsi pengawasan internal dan
mendukung pencapaian target Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti.
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g. Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Persentase hasil pengawasan lainnya yang dilaksanakan memiliki
target 75%, di Triwulan Ill telah terealisasi 100% melampaui target
tahunannya maka telah tercapai kinerja sebesar 133% dengan kategori
“SANGAT BAIK”.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Persentase Hasil Pengawasan Lainnya yang Dilaksanakan tidak
bisa dibandingkan per triwulan karena pengukurannya ada di akhir Triwulan
ke IV.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator
ini merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan pada BPJPH sebagai
LPNK.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Pada Triwulan Il Tahun 2025 masih ditemukan beberapa kendala, antara
lain:
o Ketidaksesuaian nominal keuangan pada beberapa LPJ dengan
SP2D
o Kelengkapan dokumen komponen LPJ yang belum dipenuhi oleh unit
kerja terkait
o Lambatnya respon PIC unit kerja yang mengakibatkan tertundanya
tindak lanjut pendampingan LPJ.
Sebagai alternatif solusi, dilakukan peningkatan koordinasi, pendampingan
intensif, serta penguatan monitoring terhadap proses penyusunan dan
penyampaian LPJ.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain dilakukan
pendampingan dalam penyusunan LPJ Triwulan IIl.



Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan sistem
dan aplikasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan pengawasan lainnya.
Tingkat efisiensi belum bisa diukur per indikator kinerja dikarenakan belum
terdapat RPD per indikator kinerja.

Tindak Lanjut rekomendasi

Pelaksanaan indikator persentase hasil pengawasan lainnya yang
dilaksanakan pada Triwulan |ll mengalami kendala antara lain adalah
terdapat ketidaksesuaian nominal keuangan di beberapa LPJ dengan SP2D,
adanya dokumen komponen di LPJ yang belum dilengkapi unit kerja,
lambatnya responsibilitas pic unit kerja sehingga membuat tertundanya
tindak lanjut pendampingan LPJ. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan
berkoordinasi untuk perbaikan dan terus melakukan pemantauan secara
berkala.

h. Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Persentase Nilai Gratifikasi
Unit Kerja sebesar 72%. Penilaian indikator ini sampai dengan Triwuian il
Tahun 2025 terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 139% dengan
kategori “SANGAT BAIK”.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja tidak diukur secara
triwulanan, melainkan kumulatif pada akhir tahun. Dengan demikian,
perbandingan target dan realisasi per triwulan pada Tahun 2025 tidak dapat
disajikan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama BPJPH sebagai LPNK dengan yang
indikator Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja. Oleh karena itu, belum
tersedia data capaian tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan
kinerja.
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Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum terdapat realisasi nilai
gratifikasi yang dapat diukur karena tidak terdapat laporan gratifikasi yang
masuk. Selain itu, proses penyusunan regulasi dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih dalam tahap
penyelesaian.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Pada Triwulan Il dilaksanakan pelaporan gratifikasi kepada Tim UPG
sebanyak 1 laporan yang diteruskan kepada KPK, sehingga disimpuikan
pelaksanaan jangkauan gratifikasi pada unit kerja terlaksana di Triwulan |
dan lll. Adapun pelaporan gratifikasi tersebut didasarkan pada UU No 20
Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi pada Triwulan Ill Tahun 2025
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia secara
optimal. Tingkat efisiensi belum bisa diukur per indikator kinerja karena
belum tersedia RPD per indikator kinerja di tahun 2025.

Tindak Lanjut rekomendasi

Inspektorat melakukan fungsi pengawasan secara berkelanjutan dan
melakukan percepatan penyusunan dan penetapan regulasi serta SOP
UPG. Kendala yang dihadapi di Triwulan Il yaitu kurangnya kepatuhan
dalam melaporkan gratifikasi yang diterima sehingga perlu tindak lanjut
finalisasi regulasi UPG serta SOP dan membentuk Tim UPG.

i. Persentase pengaduan pelanggaran yang diselesaikan

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Target tahun 2025 indikator kinerja Persentase Pengaduan Pelanggaran
yang diselesaikan sebesar 75% pada Tahun 2025. Pada Triwuian il Tahun
2025, realisasi indikator telah mencapai 67%. Pada Triwulan Ill Tahun 2025
tidak terdapat tambahan realisasi, sehingga capaian kinerja tetap sebesar

89% dengan kategori “CUKUP”.
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Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan tidak
dapat dibandingkan dengan target triwulannya karena hanya mempunyai
target tahunan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Indikator Persentase Pengaduan Pelanggaran yang Diselesaikan
merupakan indikator kinerja baru bagi BPJPH. Oleh karena itu, belum
tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan
pembanding.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Capaian kinerja pada Triwulan Il didukung oleh mulai berjalannya proses
penanganan pengaduan serta penyiapan regulasi dan sistem pendukung.
Pada Triwulan ili belum terdapat tambahan penyelesaian pengaduan karena
proses pengumpulan dan verifikasi bukti memerlukan waktu yang relatif
panjang. Sebagai alternatif solusi, dilakukan penguatan kapasitas SDM serta
percepatan penetapan regulasi dan SOP pengelolaan pengaduan. Di
Triwulan 1il telah dilaksanakan rapat internal penyusunan pedoman dumas,
rapat internal penyusunan draft benturan kepentingan dan rapat penyusunan
SK Tim UPG dan Dumas.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Pada Triwulan Il regulasi telah di sahkan dan telah dibuat SOP WBS dan
Dumas. Sehingga, dapat disimpulkan pengaduan pelanggaran yang
diselesaikan telah tercapai di Triwulan Il dan Il

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan pelanggaran dilakukan
secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia.
Fokus penggunaan sumber daya diarahkan pada penyusunan regulasi,
penguatan sistem.



Tindak Lanjut rekomendasi

Kendala utama dalam penyelesaian pengaduan pelanggaran adalah
lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpuian dan verifikasi
bukti. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi pelaksanaan pelatihan dan
bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM, finalisasi regulasi
dan SOP pengaduan masyarakat serta Whistleblowing System, serta
pembentukan Tim Pengelola Dumas guna mempercepat penanganan
pengaduan ke depan.

j. Nilai kapabilitas APIP (IACM)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
pada Level 2. Sampai dengan Triwulan Il telah tercapai realisasi dengan
level 2 untuk penilaian mandiri sehingga capaian kinerja 100%.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Nilai kapabilitas APIP (JACM) tidak bisa dibandingkan per triwulan karena
penilaian dilakukan melalui asesmen kualitatif oleh BPKP satu tahun sekali.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

indikator Nilai Kapabilitas APIP (IACM) ini belum bisa dibandingkan dengan
realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Inspektorat
merupakan unit kerja baru di BPJPH.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pencapaian Level 2 pada penilaian mandiri didukung oleh upaya
pemenuhan elemen kapabilitas APIP secara bertahap, khususnya pada
aspek kebijakan, proses, dan dokumentasi pengawasan. Namun kendala
dalam pemenuhan bukti dukung (eviden) yang iengkap untuk setiap level
kapabilitas. Sebagai alternatif solusi, dilakukan percepatan pengumpulan
dan penataan dokumen eviden serta peningkatan pemahaman APIP
terhadap kerangka IACM.
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Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang tercapaianya Nilai Kapabilitas APIP
(IACM) antara lain pengumpulan, penataan, dan verifikasi dokumen
pendukung dokumen-dokumen untuk pengisian kapabilitas APIP. Pada
Triwulan Ill telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada BPJPH, Kegiatan
evaluasi penyusunan bukti kapabilitas APIP pada BPJPH, Evaluasi
penginputan Kapabiltas APIP dan Koordinasi penilaian maturitas SPIP
terintegrasi.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Upaya pencapaian Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dilakukan secara efisien
dengan memanfaatkan sumber daya internal yang tersedia. Kegiatan
persiapan asesmen difokuskan pada optimalisasi peran APIP tanpa
memeriukan tambahan anggaran yang signifikan, serta mengintegrasikan
kegiatan pengumpulan dokumen dengan pelaksanaan tugas pengawasan
rutin.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilakukan upaya pemenuhan dan penataan dokumen secara bertahap
guna mendukung proses pengisian dan penilaian kapabilitas APIP agar
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan target. Pada Triwulan 11l masih
terdapat kendala dalam proses penginputan level kapabilitas APIP yang
harus didukung oleh bukti eviden yang memadai. Oleh karena itu, tindak
lanjut yang dilakukan adalah melengkapi dan memvalidasi dokumen eviden
guna mendukung proses penilaian kapabilitas APIP selanjutnya.

5. Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas data dan informasi

a. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE)

Perbandingan Target dan Reatisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target dengan Triwulan Il Tahun
2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tingkat Implementasi Kebijakan
Arsitektur SPBE dengan kategori “BAIK” (Level 4). Sampai dengan Triwulan
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I, belum terdapat realisasi kinerja sehingga tidak bisa diperbandingkan
antara target dan realisasi Tahun 2025.
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025
Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena
penilaian dilaksanakan di Triwulan IV.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Indikator Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya dikarenakan tahun ini merupakan tahun pertama BPJPH
menetapkan indikator kinerja ini.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Belum tersedianya realisasi indikator hingga Triwulan fii Tahun 2025
disebabkan oleh mekanisme penilaian yang dilakukan pada akhir tahun
serta masih berlangsungnya proses penyiapan kebijakan dan regulasi
pendukung.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Pada Triwulan Ill telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang indikator
Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE) antara lain yaitu:
o Pengadaan TIK OCA Termin 1 & 2, Sewa Cloud, License &
Maintenance Zimbra, Sewa Renewal SSL
o BPJPH bekerja sama dengan PT Sinergi Solusi Komunika dalam
rangka membantu review dan evaluasi penyusunan regulasi yang
dibutuhkan untuk persiapan PEMDI 2026
Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai Kinerja
Pelaksanaan kegiatan persiapan implementasi kebijakan arsitektur SPBE
dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya internal yang
tersedia serta dukungan tenaga ahli eksternal secara terbatas dan terarah.
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Tindak Lanjut rekomendasi

Disusun 10 draft regulasi terkait perubahan SPBE menjadi PEMDI. Namun
pada Triwulan 1l terdapat kendala dibutuhkan review dan evaluasi terhadap
draf regulasi terkait SPBE dan PEMDI yang telah disusun.
Untuk mengatasi kendala tersebut perlu tindak lanjut dengan bekerja sama
dengan PT Sinergi Solusi Komunika untuk membantu mengevaluasi
penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk PEMD1 2026.

b. Indeks Pembangunan Statistik

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Triwulan il belum terdapat realisasi sehingga belum bisa dibandingkan
dengan target tahunannya. Di Triwulan lll masih fokus peningkatan tata
kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia dan peningkatan nilai
Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Statistik tidak bisa dibandingkan per triwulan karena
penilaian dilakukan 2 tahun sekali.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Belum terdapat capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena BPJPH
merupakan LPNK baru dan saat ini untuk Indeks Pembangunan Statistik
diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, memetakan
kebutuhan data, dan menyiapkan rancangan regulasi internal serta sistem
pendukung integrasi data halal nasional.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Dikarenakan masih dalam tahap transisi nilai di tahun 2024 yang bisa dipakai
hingga 2 tahun merupakan nilai kinerja BPJPH.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Pada Triwulan 1l dilakukan
kegiatan Penguatan Tata Kelola Data dan Regulasi Satu Data BPJPH,
Standarisasi Metadata Statistik BPJPH, Penguatan Transparansi Melalui
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Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Forum Konsultasi Publik Standar
Pelayanan Data dan Informasi JPH.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja
Pelaksanaan kegiatan pendukung Indeks Pembangunan Statistik dilakukan
secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan
mengintegrasikan penyusunan dokumen statistk dengan proses
perencanaan dan pengelolaan data yang telah berjalan.

Tindak Lanjut rekomendasi

BPJPH Telah menerapkan standar data, klasifikasi, kode referensi, dan
metadata yang telah disusun ke dalam proses pengelolaan data statistik di
lingkungan BPJPH. Oleh karena roadmap reformasi birokrasi 2020-2024,
rencana grand design RB 2025-2045 dan roadmap RB 2025-2029, maka
kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk
mengukur IPS tahun 2025 tidak dilaksanakan.
Tindak lanjutnya bagi BPJPH yang baru terbentuk pemenuhan target 1PS
2025 diserahkan ke BPJPH dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari
instansi sebelumnya (dalam hal ini: Kementerian Agama) dengan
mempertimbangkan kemampuan BPJPH saat ini dalam pemenuhan target.

c. indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, BPJPH menetapkan target Indeks Pembangunan
Statistik dengan kategori “BAIK". Sampai dengan Triwulan Ill Tahun 2025,
BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) belum
dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik secara mandiri, sehingga
belum tersedia nilai realisasi hasil penilaian tahun 2025.

Namun demikian, sebagai dasar pengukuran sementara, penilaian Indeks
Pembangunan Statistik BPJPH Tahun 2025 masih mengacu pada nilai yang
melekat pada Kementerian Agama. Penilaian tersebut telah dilakukan
melalui Audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan
Audit eksternal oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Tahun
2024 dengan skor 4,63. Dalam penilaian tersebut, Aplikasi SIHALAL
digunakan sebagai salah satu objek penilaian dan nilai hasil evaluasi masih
berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Indeks Pembangunan Statistik
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Tahun 2025 memiliki target 3,0, realisasi nilai acuan sebesar 4,63, maka
capaian kinerja mencapai 154% dengan kategori “SANGAT BAIK".
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak bisa dibandingkan per triwulan karena penilaian dilakukan
hanya satu kali dalam setahun.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

Skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun
2024 sebesar 4,63 masih berlaku dan digunakan sebagai acuan capaian
pada Tahun 2025. Untuk tahun 2025, belum dilakukan penilaian Indeks
SPBE secara mandiri oleh BPJPH karena masih masa transisi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada TW Ill Pusat Data dan
informasi BPJPH bekerja sama dengan PT Sinergi Solusi Komunika dalam
rangka membantu mengevaluasi penyusunan regulasi yang dibutuhkan
untuk persiapan PEMDI 2026. Kegiatan Persiapan Pembahasan SPBE dan
PEMDI 2026 ini mendapatkan hasil diskusi/ pembahasan sebagai berikut:

o lIdentifikasi kebutuhan regulasi teknis yang akan menjadi satu-
satunya dokumen unggahan BPJPH ke sistem evaluasi PEMDI,
seiring dengan integrasi data melalui API dari aplikasi SIA.

o Koordinasi lintas unit untuk menyusun kodifikasi dan referensi
internal aplikasi SIA BPJPH, mengingat sistem ini tidak lagi
menginduk ke Kementerian Agama.

o Pemantauan kebijakan nasional melalui partisipasi aktif dalam forum
bersama Kementerian PANRB, termasuk pemahaman terhadap
tahapan transformasi digital pemerintah (Level 1-5 hingga 2045) dan
penyesuaian indikator evaluasi dari SPBE ke PEMDI.

o Pemetaan kompetensi ASN internal, dengan penyusunan sertifikasi
yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai bukti dukung dalam aspek
penyelenggara dan tata kelola.

o Pengumpulan dan sinkronisasi data dukung eksternal, seperti indeks
SDI, data geospasial dari BIG, statistik pembangunan dari IPS, serta
audit keamanan siber dari BSSN dan IKASANDI.
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o Persiapan integrasi sistem evaluasi, termasuk rencana embedding
web BPJPH untuk mengukur kinerja digital secara langsung oleh
PANRB.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa BPJPH tidak hanya berfokus pada
digitalisasi prosedur, tetapi juga mulai mengadopsi pendekatan reformasi
struktural, penguatan infrastruktur digital publik (DPI), dan integrasi layanan
lintas sektor berbasis kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan
dalam arsitektur PEMDI Tahun 2026. Proses ini masih berada pada tahap
pembentukan regulasi teknis sebagai landasan perubahan kebijakan.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks SPBE antara lain
pemanfaatan dan pengelolaan Aplikasi SIHALAL sebagai layanan digital
utama BPJPH, Rapat Penyusunan Regulasi SPBE dan PEMDI untuk Tahun
2026.

Efisiensi atas pengguanan sumber daya dalam mencapai kinerja

Capaian Indeks SPBE diperoleh dengan memanfaatkan sistem,
infrastruktur, dan sumber daya yang telah tersedia.

Tindak Lanjut rekomendasi

Telah disusun standar data, klasifikasi, kode referensi, dan Metadata di
lingkungan BPJPH. Kendala pada Triwulan lll penilaian indeks SPBE
BPJPH tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga menggunakan hasil
penilaian indeks SPBE tahun laiu pada Kementerian Agama.

6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan

indikator Kinerja: Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya memiliki target 50%
di Tahun 2025. Pada Triwulan Il telah terealisasi sebesar 53,1% melampaui
target yang ditetapkan, capaian kinerja 106,20% menunjukkan kategori
“SANGAT BAIK".

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025



Pada Triwulan Il Tahun 2025, indikator Persentase SDM JPH yang
Meningkat Kompetensinya telah tercapai target tahunannya. Indikator imi
tidak bisa dibandingkan per triwulan karena hanya terdapat target tahunan.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya
Indikator Persentase SDM JPH yang Meningkat Kompetensinya belum
dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat
PPSDM merupakan unit kerja baru di lingkungan BPJPH.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan
Keberhasilan pencapaian dan pelampauan target indikator ini didukung oleh
terselenggaranya berbagai program pengembangan kompetensi yang
relevan dengan tugas dan fungsi SDM JPH, serta meningkatnya partisipasi
pegawai dalam kegiatan pelatihan. Selain itu, penerapan metode evaluasi
pembelajaran melalui pre-test dan post-test turut mendorong peningkatan
kompetensi yang terukur. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga
keberlanjutan peningkatan kinerja, PPSDM JPH terus melakukan
penyempurnaan kurikulum pelatihan, penyesuaian materi dengan
kebutuhan organisasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi
pengembangan kompetensi.
Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator Persentase
SDM JPH yang meningkat kompetensinya telah dilaksanakan beberapa
kegiatan antara lain:

o Pelaksanaan pelatihan Regulasi tentang penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal

o Pelaksanaan pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal

o Pelaksanaan pelatihan Data, dan Sistem Informasi pada BPJPH

o Pelaksanaan pelatihan Sistem Pengawasan Jaminan Produk Halal

o Pelaksanaan pelatihan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

o Pelaksanaan pelatihan Penyusunan SOP

o Pelaksanaan sosialisasi pencegahan gratifikasi



o Pelaksanaan pelatihan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
e Tindak Lanjut rekomendasi

Telah dilaksanakan pengembangan program pelatihan yang terstruktur,
pengukuran efektivitas pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test,
penyusunan materi pembelajaran yang relevan dan konstektual. Namun
masih terdapat kendala pada Triwulan Ill ini yaitu pemanfaatan
pengembangan kompetensi berbasis digital belum optimal sehingga sistem
pengembangan kompetensi serta monitoring dan evaluasi terhadap
pengukuran peningkatan kompetensi belum berjalan secara maksimal.
Tindak lanjutnya yaitu dengan menyusun roadmap pengembangan sistem
bersama tim IT, dengan target dan milestone yang terukur dan melakukan
rapat koordinasi rutin untuk monitoring progres pengembangan.

B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025,
Sekretariat Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar
Rp63.171.540.000,- (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat
puluh ribu rupiah) namun terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat
dan layanan kehidupan beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (delapan miliar tiga belas
juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 71.185.258.000,- (fujuh
puluh satu miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
dan sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar
Rp50.584.331.800,- (lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga
puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran.
Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan Il Tahun 2025.



REALISASI ANGGARAN DAN FISIK TRIWULAN Il - TA. 2025
Program: 142. WA | Dukungan Manajemen

7163] Dukungan Manajemendan Pelaisanaan s Teeis e 8PPH |  7L185.258.000 | 50.584331.800 |  71,06] 7]  sa| sswr
T163.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasl 10500000000  3324s62601| 3uge| et 1 1] 10000
7163.CAN.001| Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunilasi 10.500.000.000 3.324562 691 3166 Unit 1 1 1.001
2111EBA | Layanan Dukungan Manajemen internal 56,483,661.000 45193943894 |  8001| Layanan 1 1| 100,00
7163.£84.956] Layanan Barang MiAk Negara (BMN) 408000000 290300  611] Layenan 1 T
7163EBA 958| Layanan Hubungan Masyarakat dan Inf i 400.000.000 311354739 TI84| Layanan 1 1 1,00
2111684962 Layanan Umum 7.594,737.000 3.275.3%0.836/ 4313) Layanan 1 it 1,051
129A [ Progam | 2111LEBA994] Layanan Perkantoran 48080924000)  41582278019)  B548| Layenan 1 1 10
Dukungan MnSEmet | 5111688 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1901597000  108.293.598 | 5686|  Unit 5 a| w0
2111.EB8.951 | Layanan Sarana Internal 1.601.537.000 1.081.293.938 67,51 Unit 52 4 231
2111.E88.971 | Layanan Prasarana Internal 300.000.000 0 U,ml Unit 3 0 0,001
211168 | Layanan Manajemen SOM Intemal 1.000.000,000 350099411 | 3501 Layanan 1 1| 10|
J111E8C954 | Layanan Manajemen SOM 1.000.000.000 350099411 | 3501] Layanan 1 1| 10000]
2111680 | Layanan Manajemen Kinerja ntecnal 1.300,000.000 634031806 |  4880| Dokumen 4 3| 7500
2111680953 | Layanan Pemantauan dan Evaiuasi §00.000.000 WSSRMWE|  47,59] Domen 3 2| e
2111.E80.965 | Layanan Audit Internal 704,000.000 mmml 49,84| Dokumen 1 1| 100,00
oL G6812.997.000 | 22576882715 | 51,69
Realisasi Anggaran Sekretariat Utama untuk Triwulan [l sebesar

Rp50.584.331.800,- (lima puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga
puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ini digunakan untuk layanan dukungan managemen
internal yang meliputi layanan barang milik negara sebesar Rp24.920.300,- (dua puluh
empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), layanan hubungan masyarakat
dan informasi sebesar Rp311.354.739,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh
empat tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) layanan umum sebesar Rp3.275.390.836,-
(tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga
puluh enam rupiah) dan layanan perkantoran sebesar Rp41. 582.278.019,- (empat puluh
satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan
belas rupiah). Layanan sarana internal terdapat realisasi sebesar Rp1.081.293.998 - (satu
miliar delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan), layanan managemen SDM sebesar Rp350.099.441 - (tiga ratus lima
puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), Pada
Layanan Managemen Kinerja Internal terdapat realisasi pada layanan pemantauan dan
evaluasi sebesar Rp634.431.806,- (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga
puluh satu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri dari Layanan Pemantauan dan
Evaluasi sebesar Rp285.533.806,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh
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tiga ribu delapan ratus enam) dan untuk layanan audit internal sebesar Rp348.898.000,-
(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang
sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih

tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

% Capaian Output

% Capaian Input

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan
kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi =1

Apabila |IE = SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE < SE maka
dianggap tidak efisien.

Indeks Efisiensi dan Tingkat efisiensi belum bisa dihitung berdasarkan indikator
kinerja karena pada tahun 2025 Sekretariat Utama belum memiliki Rencana Penarikan

Dana (RPD) berdasarkan indikator kinerja. Berikut Tingkat Efisiensi berdasarkan sasaran
kegiatan yang ada di Sekretariat Utama.

16



Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Sekretariat Utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

25.704.130.018

1.263.000.000]  1.155.758.340 92% 100% 1,09 0,09
950.000.000]  2.030.150.764 214% - i i

1622.278376]  662.968.062 41% 125% 308 2,06
150.000.000] 315418000 210% 97% 046 054

1.336.524.500|  2.848.576.541 213% 154% 07 0,28
887100000, 341415711 38% 106,20% 28 176

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:
a) <0 = (Tidak Efisien);
b) 0-0,2 = 100%(Efisien);
c) 0,21 — 0,4 = 95%(Efisien);
d) 0,41 - 0,6 = 92%(Efisien);
e) 0,61 — 0,8 = 90%(Efisien);
f) 0,81 - 1,0 = 88%(Efisien);
g) 1,01 - 1,2 = 86%(tidak efisien);
h) 1,21 — 1,4 = 84%(tidak efisien);
i) 1,41 —1,6 = 80%(tidak efisien),
j) 1,61—1,8=78%(tidak efisien);
k) >1,81 = 75%(tidak efisien)
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Dari tabel diatas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama pada Triwulan
Il menunjukan tingkat efisiensi dengan kategori Tidak Efisien dengan tingkat efisiensi
kurang dari 0 (nol) yaitu -0,2. Pada Triwulan Iii telah banyak dilakukan kegiatan yang ada
pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja guna memperkuat tata kelola organisasi yang
efektif dan akuntabel, namun banyak indikator kinerja yang belum mendapatkan penilaian
pada Triwulan 1l sehingga tingkat efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien.

Di Triwulan Hi tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi hanya pada sasaran
kegiatan 1 yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja organisasi yaitu dengan
nilai efisiensi 0,09 yang berarti capaian efisiensi 100% dan dikategorikan efisien.

Untuk sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kualitas layanan hukum, SDM, dan
hubungan masyarakat), pada Triwulan Il terdapat realisasi anggaran namun belum
terdapat capaian kinerja sehingga belum bisa diukur untuk tingkat efisiensinya.

Untuk sasaran kegiatan 3 (Meningkatkan kualitas layanan umum, BMN, dan
Keuangan), pada Triwulan lll dengan indeks efisiensi 3,06 dan tingkat efisiensi 2,06 yang
berarti dikategorikan tidak efisien. Hal ini terjadi karena kegiatan telah berjalan sesuai
dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja namun belum terdapat capaian kinerja. Penilaian
indikator kinerja ada pada triwulan IV.

Untuk sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya kualitas pengawasan internal) tingkat
efisiensi -0,54 sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini berarti pengelolaan
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pengawasan
internal belum efisien.

Untuk sasaran kegiatan 5 (meningkatnya kualitas data dan informasi) sudah
terdapat realisasi anggaran, namun tingkat efisiensinya masuk dalam kategori tidak
efisien, hal ini karena masih dalam tahap awal transisi sehingga memerlukan anggaran
untuk mendukung tercapainya indikator kinerja, dilakukan beberapa kegiatan yang
diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, memetakan kebutuhan data, dan
menyiapkan rancangan regulasi internal serta sistem pendukung integrasi data halal
nasional.

Untuk sasaran kinerja kegiatan 6 (Meningkatnya kualitas SDM JPH yang
dikembangkan) memiliki tingkat efisiensi 1,76 yang mana masuk dalam kategori tidak
efisien.



C. Highlight Kinerja
Pada Triwulan Il Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan guna mewujudkan nilai
reformasi birokrasi general sesuai dengan target. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan
tata kelola dan organisasi yang akuntabel. Adapun kegiatan yang bisa menjadi highlight
kinerja Sekretariat Utama BPJPH antara lain adalah:
1. BPJPH Ajukan Rancangan Perubahan ke-3 UU JPH melalui Perubahan
Prolegnas 2025-2029

Sekretaris Utama BPJPH bersama jajaran pejabat BPJPH, Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional
melaksanakan penyusunan dokumen pengusulan Rancangan Perubahan Ketiga
UU JPH di Jakarta pada 13 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, naskah
konsepsi Rancangan Perubahan UU JPH secara resmi disampaikan dan
diunggah ke dalam Prolegnas melalui aplikasi SIRENKUM. Langkah ini
merupakan wujud penguatan tata kelola regulasi dan pelayanan publik yang
sejalan dengan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi.



2. Konsultasi Publik dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan atas
pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Sekreatris Utama BPJPH aktif menekankan bahwa suara pemangku kepentingan
(stakeholders) sangat diperlukan untuk perbaikan regulasi dan peningkatan
layanan sertifikasi halal, guna menjamin efektivitas implementasi Jaminan Produk
Halal (JPH).

3. Sekretaris Utama BPJPH membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan
internal penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penvusun an Stdmﬁr Dpera’aluna_[
Pros e BPJPH

Hotel asaka Cawan




Sekretaris Utama BPJPH membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan
internal penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung
penguatan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan
BPJPH.
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PENUTUP

Pada Tahun 2025 Sekretariat Utama memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 35

(tiga puluh lima) indikator kinerja kegiatan. Pada Triwulan Il tahun 2025 Sekretariat
Utama BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp63.171.540.000,- (enam
puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun
terdapat pergeseran anggaran dari program kerukunan umat dan layanan kehidupan
beragama sebesar Rp8.013.718.000,- (delapan miliar tiga belas juta tujuh ratus delapan
belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp71.185.258.000,- (tujuh puluh satu miliar seratus
delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan
bulan Oktober tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp50.584.331.800,- (lima puluh miliar
lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
atau sebesar 71,06% dari total pagu anggaran. Dengan rincian capaian indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program Sekretariat Utama dengan indikator kinerja Nilai Reformasi
Birokrasi General belum dapat dicapai pada periode pelaporan karena proses
penilaian dilakukan pada akhir tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh status BPJPH
sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang baru, yang masih berada pada
tahap penyusunan dan penguatan regulasi serta pedoman awal sebagai dasar
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Dari 35 indikator kinerja kegiatan di Sekretariat Utama BPJPH pada Triwulan 1l tahun
2025, terdapat 3 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 125%, Persentase SDM JPH yang meningkat
kompetensinya dengan capaian 106,20 dan Indeks Sistem Pemerintah berbasis
elektronik (SPBE) dengan klasifikasi “Memuaskan”. Pada Indikator Tingkat Tindak
Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan terdapat realisasi 7
(tujuh) pengaduan yang masuk dan semuanya telah diselesaikan sehingga tercapai
100% (Cukup), Persentase hasil reviu dan pemantauan yang diselesaikan 53% yang
berarti capaiannya 66%, Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti terdapat realisasi
25% yang berarti capaiannya 31%, Persentase hasil pengawasan lainnya yang
dilaksanakan sebesar 100% berarti capaiannya 133%, Persentase Nilai Gratifikasi

Unit Kerja sebesar 100% dengan capaian 139%, persentase pengaduan pelanggaran
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yang diselesaikan 61% dengan capaian 81%, dan Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
dengan level angka 2 untuk penilaian mandirinya yang berarti telah tercapai sesuai
denga target tahun 2025 yaitu 100%. Indikator kegiatan selain yang disebutkan diatas
pada Triwulan Il tahun 2025 belum terdapat pengukuran dikarenakan BPJPH masih
sebagai LPNK baru masih dalam pelaksanaan.

. 25 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan belum dapat ditentukan kriterianya
karena Pada triwulan Il Tahun 2025 belum terdapat penilaian. Hal ini disebabkan
BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang baru masih
berada pada tahap koordinasi serta penyusunan regulasi, pedoman, dan instrumen
pendukung lainnya. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata
kelola organisasi guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
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LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Muhammad Aqil Irham
Jabatan . Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ahmad Haikal Hasan

Jabatan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Februari 2025
Pihak Pertama,

—g s

Muhammad Agqil Irham 1.

84



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS UTAMA
' No.  Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 J:"I\nemngkatnva tata kelola a| Nilai Reformasi Birokrasi General ' 75

organisasi yang efektif
dan akuntabel

Program

Program Dukungan Manajemen
Jumlah seluruh

=

Anggaran

Rp63.171 540.000 -
Rp63.171.540.000,-

Jakarta, 4 Februari 2025

Sekretaris Utama,

—«-—w%_,,"d

Muhammad Agil Irham ?



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulpan Syarif S Hasibuan
Jabatan . Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Agil Irham
Jabatan : Sekretaris Utama
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pe a,

A

-—ﬂAQ__’_——-\

aMuhammad Agil Irham ? Zulpan Syarif S. Hasibuan g

Dipindai dengan CamScanner

86



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya kualitas | a| Indeks perencanaan pembangunan 70
perencanaan dan —
kinerja organisasi b| Nilai kinerja anggaran 70
¢ | Indeks kualitas kebijakan 75
d| Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi 80
pemerintahan (SAKIP)
e| Indeks Layanan Publik 35

f | Tingkat kepatuhan standard pelayanan publik 88

g| Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat 100%
(LAPOR) yang sudah diselesaikan

h| Persentase unit kerja yang diusulkan -
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)

i | Tingkat maturitas sistem pengendalian intern 3

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output Layanan Umum

Komponen Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran Rp1.837.367.000 -
2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Rp 800.000.000.-

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi
1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp 600.000.000,-

Jumiah seluruh Rp3.237.367.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Sekretaris Utama, Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi,

__J\“_Q_M___,_Q

¢ Muhammad Aqil !rham* Zulpan Syarif S. Hasibuang

Dipindai dengan CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Daiam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Indrayani

Jabatan . Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Muhammad Agil Irham

Jabatan . Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, seianjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinefja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

Jakarta, 5 Februari 2025
Pihak Pertama,

\

Ind i
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sukismanto Aji
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ©  Muhammad Agil Irham
Jabatan Sekretaris Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen Keuangan dan Umum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kamt.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dar peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025
Pihak Pertama,

4

ukismanto Aji

nmad Agil Irham
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO UMUM DAN KEUANGAN
— - = ; e — |
' No.  Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target
B TR D E 1 o e R e i e e LR UL S e P
| 1  Meningkatnya kualtas | a Opini laporan keuangan (WTP) wWITP
layanan umum, BMN, e BTt T e ] DA T 7 T S e 08 2 f
dan Keuangan il T oo s 16600
| ¢ | Tingkat digitalisasi arsip B [
"d | Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 70% |
e | Indeks pengelolaan aset S T l
"t |indikator kinerja pelaksanaan anggaran Baik l
' g | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan = 80% ‘
(TLHP) _I
. "h Niai Kesimpulan Pengendalian Intern Efektd |
| Pelaporan Keuangan |

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Komponen Anggaran

1. Layanan Barang Milik Negara (BMN) Rp408.000.000 -

Rincian Output Layanan Umum

Komponen
1. Layanan Kerumahtanggaan Rp450 000.000 -
2. Layanan Keuangan Rp850 000 000 -
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Rincian Output Layanan Perkantoran

Komponen
1. Gaji dan Tunjangan Rp23 331.534.000 -
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp24 749 390.000,-

Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana dan Prasarana internal

Rincian Output Layanan Sarana Internal
Komponen

Layanan Sarana Internal Rp1.601.597.000.-

Rincian Output Layanan Prasarana Internal

Komponen
Layanan Prasarana Internal Rp300.000.600,-
Jumlah seluruh Rp51.790.521.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepala Biro Keuangan dan

Umum

ukismanto Aji
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Fitri
Jabatan . Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Haikal Hasan
Jabatan . Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT
No. = Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja | Target
1 | Meningkatnya kualitas a | Tingkat keberhasilan pembangunan zona b 25
pengawasan internal integritas
b | Surve Penilaian ntegritas (SP1) DRk
" ¢ | Persentase hasil pengawasan internal yang T 80%

ditindaklanjuli

' d | Persentase hasil reviu dan pemantauan yang 0%
diselesaikan
e Persentase hasi evaluasi yang ditingkatkan { 80%
miainya
f * Persentase hasi audit yang ditindaklanjuti I BO%
" g ! Persentase hasil pengawasan lainnya yang I 75%
dilaksanakan
$ ey - | S—
h | Persentase nilal gratifikasi unit kerja 72%
1| Persentase pengaduan pelanggaranyang | 75%
diselesaikan
"} | Nilai kapabiltas APIP (IACM) dan SPIP [ 2
k  Identifikasi risiko yang dilakukan tindakan ] 70%

pengendahan

| | Hasi Pemeriksaan dan Rekomendas! Eksternal 70%
yang ditindaklanjuti

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Layanan Manjemen Kinerja Internal

Rincian Output Anggaran
Layanan Audit Internal Rp700.000.000 -
Jumlah seluruh Rp700.000.000,-

ohamad Fitrni
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Muhammad Djamaluddin
Jabatan . Pit. Kepala Pusat Data dan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ahmad Haikal Hasan
Jabatan . Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Juli 2025
Pihak Pertama,

Muhammad Djamaluddin
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PUSAT DATA DAN INFORMASI
-— 27 el . NLE.
No. Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Target
"Meningkatnya | | 1iookati e , !
; ngkat implementasi kebijakan arsitektur sistem ;
| 1. kualtasdatadan | @ | oomeintahan berbasis elektronik (SPBE) | Bek
| | informasi [ e v g S e e =
' | b | Indeks pembangunan statistik IRSRSS S DN
la | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 4 .
© | (spBE) AR B 2

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

BPJPH
Klasifikasi Rincian Output Anggaran
Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi Rp10.500.000.000,-

Klasifikasi Rincian Output

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Rincian Output Layanan Umum

Komponen

1. Layanan Sistem Informasi Rp600.000.000,-

2. Layanan Data Rp884.925.000,-
Jumiah seluruh Rp11.984.925.000,-

Jakarta, 20 Juli 2025

Plt. Kepala Pusat Data dan
Informasi,

Muhammad Djamaluddin

O
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrayani
Jabatan . Pit. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk
Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ahmad Haikal Hasan
Jabatan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Februari 2025
Pihak Pertama,

\

Indrayani
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL

r I T
| No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
"1 | Meningkatnya Kuaitas | a| Persentase SDM JPH yang meningkat 50
i | SDM JPH yang | | kompetensinya
| dikembangkan I

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

BPJPH

Klasifikasi Rincian Output Anggaran
Layanan Manjemen SDM Internal Rp 1.000.000.000.-
Jumlah seluruh Rp 1.000.000.000,-

Jakarta, 5 Februari 2025

Pl. Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Jaminan Produk Halal,

\

\

\
Indrayani
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2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT UTAMA
TARGET
:uu SASARAN PROGRAM (SF] mmman _in | T : T b l__.._ __._'_l_ i T I_m.n__ aﬂ'?
Meningkatriya tata kelola ! :
Bl et RS T RS (0 R O B £ Y B8 5
| dan akuntabel
NO _ RINCIAN OUTPUT
f_'l _7163.CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi S h
2 7163 EBA. 556 Layanan Barang Milik Negara (BMN)
| 37163 EBA 956 Layanan Hubungan Masyarakat dan Infor
| 4 7163.E8A 962 Layanan Umum
| 57163 BA 994 Layanan Perkantoran
| 6 7163 EBB.951 Layanan Sarana Internal
7 7163.EBB.971 Lay P |
| 8 7163 EBD 953 Pemantauan dan Evaluasi
| 8 7163 EBD 965 Layanan Audit Internal

TOTAL

B2
a3l

75

63.171.540,000
ANGGARAN |
14.000.000.000
115.370.000|
400.000.000,
7.887.367.000

| 37.567.206 000

1.601.597.000/
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Tindak Lanjut rekomendasi

BPJPH menghadapi kendala berupa keterlambatan pada tahap awal
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Sebagai tindak lanjut, telah
dilakukan koordinasi untuk pengumpulan dokumen pendukung,
penyelarasan rencana aksi dengan ketentuan Zona Integritas, penetapan
indikator kinerja yang relevan, serta penugasan tim kerja untuk memastikan
proses penyusunan data dukung dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Hingga Triwulan Il Tahun 2025, proses masih berada pada tahap
pemenuhan bukti dukung (evidence), sehingga tindak lanjut terus dilakukan
melalui koordinasi berkelanjutan guna memastikan seluruh dokumen

pendukung siap untuk proses penilaian.

b. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Survei Penilaian Integritas (SP1) mempunyai target 66,3. Di Triwulan Il ini
masih dalam tahap awal pelaksanaan 53%. Penilaian akan dilaksanakan
pada Triwulan IV.

Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak bisa diperbandingkan
dengan target triwulan karena target hanya tahunan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun
sebelumnya

indikator ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun
sebelumnya karena tahun 2025 ini merupakan tahun pertama BPJPH
sebagai LPNK dan tahun pertama penerapan indikator kinerja Survei
Penilaian Integritas di BPJPH memiliki indikator kinerja Survei Penilaian
Integritas (SPI).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative
solusi yang dilakukan

Pada Triwulan Il Tahun 2025, pelaksanaan SPI masih berada pada tahap
penyebaran whatsapp biast dan periode pengisian survei oleh seluruh
responden sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPI telah
tercapai dan terlaksana pada Triwulan Il dan Ill.



